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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang terdiri dari :
Laporaan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP — SAL),
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terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi
keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.
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Nomor 800.1.0.3/ 04| /BkAD Subang, 2| Meci 2024
Sifat : Penting

Lampiran -

Hal : Surat Representasi

Manajemen

Yth. Kepala Perwakilan BPK RI
Provinsi Jawa Barat

di

Jalan Moch. Toha No.164, Bandung

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Subang Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2023, Laporan Perubahan Saldo Anggaran (SAL), Neraca per 31
Desember 2023, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
laporan  keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP).Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu
dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi
akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang
mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik,
representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;

2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim
BPK RI;

3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;

4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah
dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;

5. Pemerintah Kabupaten Subang memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki dan tidak
terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;

6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap
hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;

7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
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8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum
diungkapkan;

9. Pemerintah Kabupaten Subang telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang
akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember
2023 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau
pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak
material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpina atau
pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;

12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian
intern;

13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal:

a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan
diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai
dengan prinsiap akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari
kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak
yang tidak sah;

b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap
laporan keuangan.

14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan
pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan
Pemerintah Kabupaten Subang dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan
mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;

15.Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;

16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang
yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan
keuangan;

17.Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil
pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang.
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LAPORAN KEUANGAN POKOK

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Audited)
(dalam rupiah)
Uraian Ref Anggaran 2023 Realisasi 2023 % Realisasi 2022
PENDAPATAN G.5.1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH G.5.1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah G.5.1.1.1.1 334.000.000.000,00 |  313.816.442.196,00 | 93,96 264.949.686.183,00
Pendapatan Retribusi Daerah G.5.1.1.1.2 42.514.219.000,00 21.419.732.081,00 | 50,38 12.494.922.786,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kokayaan Daorah Yaug Dipisahkan G5.1.1.13 48.264.104.679,00 28.071.168.466,00 | 58,16 23.862.367.663.00
Lain-lain PAD Yang Sah G5.1.1.1.4 215.574.440.900,00 |  231.358.457.573,00 | 107,32 | 193.671.643.041,00
‘l’)‘;‘;‘:z Feadapaian Ast 640.352.764.579.00 |  594.665.800.316,00 | 92,87 | 494.978.619.673,00
PENDAPATAN TRANSFER G.5.1.12
TRANSFER PEMERINTAH m
PUSAT - DANA PERIMBANGAN | %
Dana Bagi Hasil Pajak G.5.1.1.2.1.1 132.190.988.356,00 |  133.004.492.958,00 | 100,62 | 121.046.994.510,00
2;’;‘; Bagi Hasil Sumber Daya G5.1.12.12 45.514.714.000,00 49.699.586.000,00 | 109,19 67.276.203.722,00
Dana Alokasi Umum G5.1.1213 | 1.241.626.913.000.00 | 1.259.324.912.240,00 | 101,43 | 1.169.852.464.263,00
Dana Alokasi Khusus G5.1.12.14 651.244.800.000,00 |  600.215.699.814,00 | 92,16 602.325.535.486,00
Jumiat Eendapaanikinssier 2.070.577.415.356,00 | 2.042.244.691.012,00 | 98,63 | 1.960.501.197.981,00
Dana Perimbangan
TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT - LAINNYA G.5.1.12.2
Dana Insentif Daerah G.5.1.1.22.1 0,00 0,00 00 0,00
Dana Penyesuaian G.5.1.1.222 280.609.986.000.00 |  280.609.986.000,00 | 100,00 | 234.728.039.000,00
dumilah Feadupstan: Eransfcr 280.609.986.000,00 |  280.609.986.000,00 | 100,00 | 234.728.039.000,00
Pemerintah Pusat - Lainnya
TRANSFER PEMERINTAH
FROVING G.51.123
Pendapatan Bagi Hasil Pajak G5.1.123.1 288.281.207.972.00 |  267.773.130.795,00 | 92,89 237.278.039.757,00
Bantuan Keuangan 6511232 62.431.753.674,00 62.096.787.000,00 | 99,46 126.880.622.468,00
‘l’,‘;(':‘v'ﬁl';i“a“sr" emsxintah 350.712.961.646,00 |  329.869.917.795,00 | 94,06 364.158.662.225,00
Jumlah Pendapatan Transfer 2.701.900.363.002,00 | 2.652.724.594.807,00 | 98,18 | 2.559.387.899.206,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG
SAH G.5.1.1.3
Pendapatan Hibah G.5.1.1.3.1 24.603.300.000,00 39.205.075.646,00 | 159,35 45.244.283.481,00
o 24.603.300.000,00 39.205.075.646,00 | 159,35 45.244.283.481,00
Pendapatan Yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN 3.366.856.427.581,00 | 3.286.595.470.769,00 | 97,62 | 3.099.610.802.360,00
BELANJA G.5.12
BELANJA OPERASI G.5.1.2.1
Belanja Pegawai G5.12.1.1 | 1.406.725.228.324.00 | 1.369.999.088.176,00 | 97.39 | 1.317.659.191.706,00
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(dalam rupiah)

Uraian Ref Anggaran 2023 Realisasi 2023 % Realisasi 2022
Belanja Barang dan Jasa G.5.1.2.1.2 900.114.240.659,00 847.147.945.298,00 | 94,12 743.397.240.359,00
Belanja Bunga 0,00 0,00 0 0,00
Hibah G.5.1.2.13 123.959.454.800,00 120.451.810.896,00 | 97,17 198.101.189.017,00
Bantuan Sosial G.5.1.2.14 1.959.500.000,00 1.365.000.000,00 | 69,66 5.562.200.000,00
Jumlah Belanja Operasi 2.432.758.423.783,00 | 2.338.963.844.370,00 | 96,14 | 2.264.719.821.082,00
BELANJA MODAL G.5.1.2.2
Belanja Tanah G.5.1.2.2.1 18.264.875.000,00 14.866.671.801,00 81.39 0,00
Belanja Peralatan dan Mesin G:5.1222 120.576.068.392.00 117.384.697.217.,00 97.35 113.174.080.161,00
Belanja Gedung dan Bangunan G.5.1.2.2.3 75.630.079.864,00 74.307.667.250,00 | 98,25 83.990.550.203,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan G.5.1.2.24 93.045.731.375,00 01.553.654.121,00 | 98.40 171.504.146.524,00
Belanja Aset Tetap Lainnya G.5.1.2.25 10.974.255.056,00 10.962.567.133,00 | 99,89 4.175.024.679,00
Jumlah Belanja Modal 318.491.009.687,00 309.075.257.522,00 | 97,04 372.843.801.567,00
BELANJA TAK TERDUGA G.5.1.23
Belanja Tak Terduga G.5.1.23.1 33.562.688.051,00 7.077.731.348,00 21,09 844.814.300,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 33.562.688.051,00 7.077.731.348,00 21,09 844.814.300,00
TRANSFER G.5.1.2.4
TRANSFER/BAGI HASIL KE
DESA G.5.1.2.4.1
Bagi Hasil Pajak G.5.1.2.4.1.1 23.593.479.287,00 23.593.479.287,00 | 100,00 23.168.138.217,00
Bagi Hasil Retribusi G.5.1.24.1.2 1.249.647.000,00 1.249.647.000,00 | 100,00 1.674.988.070,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0.00 0 0,00
Jumlah Transfer/Bagi Hasil
ke Desa 24.843.126.287,00 24.843.126.287,00 | 100,00 24.843.126.287,00
TRANSFER/
| L G.5.12.42
3 Bantuan Keuangan ke Desa G.5.12421 550.041.728.200,00 544.445.792.800,00 | 98,98 506.901.551.200,00
Bantuan Keuangan Lainnya 0,00 0,00 0 0,00
e 550.041.728.200,00 |  544.445.792.800,00 | 9597 | 506.901.551.200,00
Keuangan
JUMLAH BELANJA DAN
TRANSFER 3.359.696.976.008,00 | 3.224.405.752.327,00 | 96,01 | 3.170.153.114.436,00
SURPLUS/DEFISIT G.5.1.3 7.159.451.573,00 62.189.718.442,00 | 868,64 (70.542.312.076,00)
PEMBIAYAAN G.5.1.4
PENERIMAAN PEMBIAYAAN G.5.1.4.1
Penggunaan SiLPA G.5.1.4.1.1 30.131.548.427,00 30.131.548.427,00 | 100,00 107.673.860.503,00
Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0.00
Jumlah Penerimaan 30.131.548.427,00 30.131.548.427,00 | 100,00 107.673.860.503,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN G.5.1.4.2
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah G.5.1.4.2.1 7.291.000.000,00 7.291.000.000,00 | 100,00 7.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan G.5.14.22 30.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang 0,00
Jumlah Pengeluaran 37.291.000.000,00 7.291.000.000,00 19,55 7.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO G.5.1.43 (7.159.451.573,00) 22.840.548.427,00 | (319,03) 100.673.860.503,00
e i PEMIBIAYAAR G5.15 000 |  85.030.266.869,00 | 30.131.548.427,00
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B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Audited)
(dalam rupiah)
=
Uraian Ref 2023 2022

Saldo Anggaran Lebih Awal G:5.2:1 30.131.548.427,00 107.673.860.503,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan G.5.2.2 30.131.548.427,00 107.673.860.503,00
Subtotal 0,00 0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) G.5.23 85.030.266.869,00 30.131.548.427,00
Subtotal 85.030.266.869,00 30.131.548.427,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya G.5.24 0,00 0,00
Lain-lain 0,00 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir G.52.5 85.030.266.869,00 30.131.548.427,00
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C. NERACA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
NERACA
(Audited)
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)
Uraian Ref 2023 2022
ASET G.5.3.1
Aset Lancar G.5.3.1.1
Kas di Kas Daerah G5:3:1.151 52.429.321.670,00 1.110.951.675,00
Kas di Bendahara Pengeluaran G.53.1.12 0.00 6.500,00
Kas di Bendahara Penerimaan G.5.3.1.1.3 0,00 0,00
Kas di BLUD G.5.3.1.1.4 27.035.441.107,00 28.804.351.712,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran G:53.1.1.5 0,00 0,00
Kas Lainnya G.5.3.1.1.6 6.195.933.243,00 267.160.639,00
Piutang Pajak Daerah G:5.3.1.1.7 360.648.581.322,92 319.387.384.284,50
Penyisihan Piutang Pajak G.5:3.1.1.7:1 (209.178.553.589.,90) (190.900.193.873,28)
Piutang Pajak Neto G.53.1.1,72 151.470.027.733,02 128.487.190.411,22
Piutang Retribusi G.5.3.1.1.8 1.113.763.204,00 312.447.372,00
Penyisihan Piutang Retribusi Gi5.3.1:1.8.1 (356.023.386,24) (264.145.908,34)
Piutang Retribusi Neto G.5.3:1.1.8:2 757.739.817.76 48.301.463.66
Belanja dibayar dimuka G.5.3.1.1.9 207.985.375,00 249.417.489.,60
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi G.5.3.1.1.10 32.814.521.093,74 33.258.142.343,74
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | G.5.3.1.1.10.1 (3.282.224.480,37) (33.258.142.343,74)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto G.5.3.1.1.10.2 29.532.296.613,37 0,00
Piutang Transfer G:53:1:1:11 11.579.403.235,00 75.021.900.672,00
Piutang Lainnya G:5.3.1:1°12 44.526.464.272,20 32.084.799.174,50
Penyisihan Piutang Lainnya G.5.3.1.1.12.1 (12.430.410.080,07) (9.693.289.861,26)
Piutang Lainnya Neto G.5.3.1.1.12.2 32.096.054.192,14 22.391.509.313,24
Persediaan G.5.3.1.1.13 49.352.651.748,01 35.464.404.068.,69
Jumlah Aset Lancar 360.656.854.734,30 291.845.193.944,41
Investasi Jangka Panjang G.5.3.1.2

Investasi Non Permanen G.5.3.1.2.1
Pinjaman Jangka Panjang 0,00 0,00
Investasi Non Permanen Lainnya - Dana G5.3.1.2.1.1 465.921.400,00 508.240.200,00

Bergulir

Jumlah Investasi Non Permanen 465.921.400,00 508.240.200,00

Investasi Permanen G.5.3.1.2.2
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah G5.3:1.22.1 270.447.387.368.65 275.445.442.387.,00
Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00
Jumlah Investasi Permanen 270.447.387.368,65 275.445.442.387,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang 270.913.308.768,65 275.953.682.587,00
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(dalam rupiah)

Uraian Ref 2023 2022
Aset Tetap G.5.3.1.3
Tanah G.5.3.1.3.1 1.294.222.198.781,75 1.151.962.474.872,00
Peralatan dan Mesin G.53.1.32 1.146.214.523.682.84 1.028.635.122.353,18
Gedung dan Bangunan G.5:3:1.33 1.917.766.262.272,00 1.795.343.536.813,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan G.5.3.1.3.4 2.585.101.132.200.67 2.435.908.624.777,27
Aset Tetap Lainnya G531.3.5 9.181.452.549.,00 8.825.318.399,00
Kontruksi Dalam Pengerjaan G.5.3.1.3.6 25.724.145.680,00 33.595.021.144,00
Akumulasi Penyusutan G.5.3.1.3.7 (2.757.766.183.136,79) (2.611.067.760.890,55)
Jumlah Aset Tetap 4.220.443.532.029,47 3.843.202.337.467,90
Dana Cadangan
Dana Cadangan 0,00 0,00
Jumlah Dana Cadangan 0,00 0,00
Aset Lainnya G.5.3.1.4
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah G.5.3.14.1 0,00 0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga G5.3.142 68.282.965.800,00 68.282.965.800,00
Treasury Deposit Facility G.53.1.43 60.966.095.000,00 17.164.810.356,00
Aset Tak Berwujud G.53.14.4 46.978.942.253,00 44.850.013.229,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud G.5.3.1.44.1 (44.043.827.599,98) (42.390.151.099,83)
Aset Tak Berwujud Neto G.5.3.1.442 2.935.114.653,02 2.459.862.129,17
Aset Lain-lain G.53.14.5 368.405.849.005,58 379.019.249.395,74
Jumlah Aset Lainnya 500.590.024.458,60 466.926.887.680,91
JUMLAH ASET 5.352.603.719.991,01 4.877.928.101.680,22
KEWAJIBAN G.5.3.2
Kewajiban Jangka Pendek G.5.3.2.1
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) G:5:3:2: 1.1 630.429.151,00 50.922.099,00
Utang Bunga 0,00 0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0.00 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka G.53.212 4.052.488.732,10 2.784.628.838,01
Utang Belanja G.5.3.2.13 67.574.044.631,65 64.115.101.070,64
Utang Jangka Pendek Lainnya G.53.2.14 181.383.088.,00 11.468.573.120,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 72.438.345.602,75 78.419.225.127,65
Kewajiban Jangka Panjang
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan 0,00 0,00
Utang Dalam Negeri - Sektor Obligasi 0,00 0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN 72.438.345.602,75 78.419.225.127,65
EKUITAS G.5.3.3
Ekuitas 5.280.165.374.388.26 4.799.508.876.552,57
JUMLAH EKUITAS 5.280.165.374.388,26 4.799.508.876.552,57
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS 5.352.603.719.991,01 4.877.928.101.680,22
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D. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Audited)
. (dalam rupiah)
| Uraian Ref 2023 2022
KEGIATAN OPERASIONAL G541
PENDAPATAN G.54.1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH G54.1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah G54.1.1.1.1 355.197.888.696.,67 309.009.836.965,88
Pendapatan Retribusi Daerah G54.11.12 20.459.361.254.16 13.008.690.609.49
PDelglcl;%zll\L:E Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang G541113 0.00 23.862.367.663,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya Gs54.1.1.14 243.733.762.801.67 192.110.402.011,50
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 619.391.012.752,50 5§37.991.297.249,87
PENDAPATAN TRANSFER G54.1.1.2
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA G5.4.1.1.2.1
PERIMBANGAN | T
Dana Bagi Hasil Pajak GS54.1.121.1 139.471.929.503,50 119.912.599.805,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam G5411212 43.939.514.872,00 111.820.256.929,00
Dana Alokasi Umum G5411213 | 1.259324912240,00 | 1.169.852.464.263,00
Dana Alokasi Khusus G54.112.14 601.294,889.814,00 602.325.535.486,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 2.044.031.246.429.50 | 2.003.910.856.483,00 |
« TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA G54.1.1.22 5
Dana Insentif Daerah G54.1.122.1 0.00 0,00
‘ Dana Penyesuaian G34.11222 0,00 0,00
E Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 0,00 0,00
i TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI G54.1.1.23
Pendapatan Bagi Hasil Pajak G541.1231 261.344.065.676,00 244.620.458.279,00
Bantuan Keuangan G54.1.1232 62.096.787.000,00 126.880.622.468,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 323.440.852.676,00 371.501.080.747,00
Jumlah Pendapatan Transfer 2.367.472.099.105,50 | 2.375.411.937.230,00
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH G.54.1.1.3
Pendapatan Hibah G54.1.13.1 296.194.807.906,50 91.519.838.360,40
] Jumiah Lain-lain Pendapatan Yang Sah 296.194.807.906,50 91.519.838.360,40
\ JUMLAH PENDAPATAN 3.283.057.919.764.50 | 3.004.923.072.840,27
| BEBAN G54.1.2
Beban Pegawai G54.121 1.366.423.781.557,00 | 1.334.145.435.442,05
Beban Persediaan G54.122 230.976.644.040.,43 212.467.041.453,07
Beban Jasa G54.123 395.417.882.262,60 389.123.832.781,40
Beban Barang Gs34.124 67.716.104.412,69 52.700.644.189,09
Reban Pemeliharaan G34125 11.627.462.899.00 12.183.180.221.00
Beban Perjalanan Dinas G34.126 53.390.521.026,00 39.429.352.903,00
Bunga 0,00 0,00
Beban Hibah G354.12.7 265.828.575.586.75 283.108.825.121,00
Beban Bantuan Sosial G54.128 1.365.000.000,00 5.562.200.000,00
Beban Penyusutan G54.129 212.298.547.455,21 243.336.124.116,36
Beban Amortisasi G341210 1.6533.676.500,15 981.686.632.50
Beban Penghapusan G54.12.11 24.261.787.508,24 2.088.196.700,00
|
|
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(dalam rupiah)

Uraian Ref 2023 2022
Beban Penyisihan G.54.1.2.12 23.587.855.754,30 47.626.952.456,49
Beban Transfer G.5.4.1.2.13 288.678.933.087.00 297.016.638.487,00
JUMLAH BEBAN 2.943.226.772.089,37 | 2.919.770.119.502,96
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI G.54.13 339.831.147.675,13 85.152.953.337,31
SURPLUS NON OPERASIONAL G.54.2 99.419.861.990,31 54.759.262.097,81
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya G.5.4.2.1 99.419.861.990,31 54.759.262.097.81
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 16.774.801.693,35 5.347.238.107,08
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya G.5422 16.774.801.693,35 5.347.238.107,08
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI
KEGIATAN NON OPERASIONAL 82.645.060.296,96 49.412.023.990,73
s RELUSID ERISLESERELUM BOS LHAR 422.476207.972,09 | 134.564.977.328,04
POS LUAR BIASA G.543
Pendapatan Luar Biasa G.543.1 0,00 0,00
Beban Luar Biasa G.5.4.3.2 905.550.000,00 922.092.500.00
POS LUAR BIASA (905.550.000,00) (922.092.500,00)
SURPLUS/DEFISIT-LO G.5.44 421.570.657.972,09 133.642.884.828,04
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E. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

LAPORAN ARUS KAS

(Audited)

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

(dalam rupiah)
Uraian Ref Tahun 2023 Tahun 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI G.5.5.1

Arus Masuk Kas : G.55.1.1
Penerimaan Pajak Daerah 313.816.442.196,00 264.949.686.183,00
Penerimaan Retribusi Daerah 21.419.732.081,00 12.494.922.786,00
I};Clgl‘sr;‘}‘l‘lf:: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daersh Yang 28.071.168.466,00 |  23.862.367.663,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 231.358.457.573,00 193.671.643.041,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 133.004.492.958,00 121.046.994.510,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 49.699.586.000,00 67.276.203.722,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum 1.259.324.912.240,00 | 1.169.852.464.263,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus 600.215.699.814,00 602.325.535.486,00
Dana Insentif Daerah 0.00 0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian 280.609.986.000,00 234.728.039.000.00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi 267.773.130.795,00 237.278.039.757,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari provinsi Jawa Barat 62.096.787.000,00 126.880.622.468.00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat 0,00 0,00
Penerimaan Hibah 39.205.075.646,00 45.244.283.481,00
Penerimaan Dana Darurat 0.00 0,00
Penerimaan Lainnya 0,00 0,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00
Jumlah Arus Masuk Kas 3.286.595.470.769,00 | 3.099.610.802.360,00

Arus Keluar kas : G.5.5.1.2

Pembayaran Pegawai
Pembayaran Barang

Pembayaran Bunga

Pembayaran Subsidi

Pembayaran Hibah

Pembayaran Bantuan Sosial
Pembayaran Bantuan Keuangan
Pembayaran Tidak Terduga
Pembayaran Bagi Hasil Pajak
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Pembayaran Kejadian Luar Biasa

JumlahArusKeluarKas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023

1.369.999.088.176,00
847.147.945.298,00
0,00

0,00
120.451.810.896,00
1.365.000.000,00
544.445.792.800,00
7.077.731.348.00
23.593.479.287,00
1.249.647.000,00
0,00

0.00
2.915.330.494.805,00
371.264.975.964,00

1.317.659.191.706,00
743.397.240.359,00
0.00

0,00
198.101.189.017,00
5.562.200.000,00
506.901.551.200,00
844.814.300,00
23.168.138.217,00
1.674.988.070,00
0,00

0,00
2.797.309.312.869,00
302.301.489.491,00
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ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Masuk Kas :
Pencairan Dana Cadangan
Penjualan atas Tanah
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
Penjualan Aset Tetap
Penjualan Asct Lainnya
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
JumlahArusMasukKas

Arus Keluar kas :
Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Perolehan Aset Tetap Lainnya
Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen

JumlahArusKeluarKas
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus Masuk Kas :
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah
Lainnya

Jumlah Arus Masuk Kas
Arus Keluar kas :

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri — Lemkeu. Bank

G.5.5.2
G.5.5.2.1

G.55.3
G.5.53.1

G.5.5.3.2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
14.866.671.801,00
117.384.697.217,00
74.307.667.250,00
91.553.654.121,00
10.955.847.133,00
6.720.000,00
7.291.000.000,00
0,00
316.366.257.522,00
(316.366.257.522,00)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(dalam rupiah)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
113.174.080.161,00
83.990.550.203,00
171.504.146.524,00
4.175.024.679,00
0,00
7.000.000.000,00
0,00
379.843.801.567,00
(379.843.801.567,00)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

S
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(dalam rupiah)

kPembayaran Pokok Pinjamén Dalam Negeri - Lemkeu Bukan

Bank 0,00 0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0.00 0,00

Jumlah Arus Keluar Kas 0,00 0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 0,00 0,00

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS G.5.54

Arus Masuk Kas : G.5.5.4.1
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 105.367.563.848,00 152.840.418.410.00
Jumlah Arus Masuk Kas 105.367.563.848,00 152.840.418.410,00

Arus Keluar kas : G.55.4.2
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 104.788.056.796,00 152.789.496.311,00
Jumlah Arus Keluar Kas 104.788.056.796,00 152.789.496.311,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 579.507.052,00 50.922.099,00

Kenaikan/Penurunan Kas G555 55.478.225.494,00 (77.491.389.977,00)

Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran G.5.5.6 30.182.470.526,00 107.673.860.503,00

Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran G.5.5.7 85.660.696.020,00 30.182.470.526,00

Saldo Akhir Kas G.5.58 85.660.696.020,00 30.182.470.526,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023
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F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(Audited)

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

(Dalqm Rupiah)

Uraian Ref 2023 w2

EKUITAS AWAL G.5.6.1 4.799.508.876.552,57 4.681.175.481.802,45
Surplus/Defisit - LO G.5.6.2 421.570.657.972,09 133.642.884.828,04
;)/[ampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan G5.63 59.085.839.863,60 (15.309.490.077,91)

endasar

Koreksi Kas 0,00 0,00
Koreksi Piutang 99.570.588,58 1.990.535.601,00
Koreksi Penyisihan Piutang 0.00 (11.604.590,00)
Koreksi Persediaan 0,02 4,52
Koreksi Investasi 28.071.168.466,00 0,00
Koreksi Aset Tetap 30.222.959.697,75 (11.517.914.187,76)
Koreksi Penyusutan 0.00 0,00
Koreksi Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00
Koreksi Aset Tak Berwujud 0,00 0,00
Koreksi Amortisasi 0,00 0,00
Koreksi Aset Lainnya 630.640.674,00 (14.750.000,00)
Koreksi Utang (204.310.094,00) (5.478.438.947,50)
Koreksi Pendapatan 265.810.531,25 (277.317.958,17)
Koreksi Beban 0.00 0,00
EKUITAS AKHIR G.5.6.4 5.280.165.374.388,26 4.799.508.876.552,57
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G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB 1
PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan pembangunan demi mewujudkan peningkatan
kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Subang
menyusun program kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan skala prioritas
kebutuhan mengingat jumlah anggaran yang dikelola tidak sebanding dengan jumlah
kebutuhan pembangunan yang kian meningkat dan kompleks. Berdasarkan skala prioritas
tersebut, Pemerintah Kabupaten Subang menjabarkan program dan kegiatan
pembangunan yang dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

Seluruh program dan kegiatan dalam APBD merupakan hasil kesepakatan antara
pihak eksekutif yaitu Bupati dan seluruh pengguna anggaran dengan pihak legislatif yaitu
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan anggota yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi Pemerintah
Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembangunan dalam satu tahun ke depan.
Komponen APBD memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja dan pembiayaan untuk
satu tahun anggaran. Dengan demikian APBD memiliki fungsi mengkoordinasikan
aktivitas belanja pemerintah daerah dan memberikan landasan bagi upaya perolehan
pendapatan dan pembiayaan pemerintah daerah untuk satu periode tertentu.

Pelaksanaan APBD terkait fungsinya dalam pengelolaan keuangan pemerintah
daerah memiliki konsekuensi pertanggungjawaban anggaran yang berkaitan erat dengan
aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan. Fungsi APBD dalam pengelolaan keuangan
antara lain:

a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;

b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara
belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan;

c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;

d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah; dan
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e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah
sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas publik, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pemerintah Daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO),
Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CalK). Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah
berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan maksud
untuk memenuhi kebutuhan stakeholders atau Pengguna Laporan Keuangan diantaranya
masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan
dalam proses donasi, investasi dan pinjaman serta Pemerintah (Pusat) yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Subang selama Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para Pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan
dengan penyediakan informasi mengani Pendapatan-LRA, Pendapatan-LO, Belanja,
Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas.

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang harus
relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami mengenai posisi keuangan dan
seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian dari Laporan Keuangan
SKPD selaku Entitas Akuntansi.

Dalam penyajian Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat
menjadi potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari
kesalahpahaman tersebut, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos
Laporan Keuangan dengan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan.

Oleh karena itu, pengungkapan yang disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar
dan skedul atau bentuk lain yang lazim mengikhtisarkan secara ringkas dan jelas pos-pos
komponen Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan berisi informasi yang
memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Penyajian informasi harus
dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan kondisi ekonomi makro
yaitu asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam menyusun APBD
berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk
Domestik Bruto, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023
dilengkapi dengan penggunaan dana desa. Jumlah APB Desa pada Tahun Anggaran 2023
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dari sisi pendapatan sebesar Rp613.900.393.984,00 (Enam ratus tiga belas miliar
sembilan ratus juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh
empat rupiah) yang teralokasikan di 245 desa. Laporan Penggunaan Dana Desa
merupakan suplemen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

G.1.1.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan
dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Maksud disusunnya
Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Subang atas
pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Subang.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu
entitas pelaporan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber
daya yang dipercayakan kepadanya dan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, dengan:

1. Menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan
ekuitas dana pemerintah daerah;

2. Menyajikan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah;

3. Menyajikan informasi mengenai sumber, dan penggunaan sumber daya
ekonomi;

4. Menyajikan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5. Menyajikan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya
dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6. Menyajikan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan

7. Menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
pemerintah dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;

2. Kewajiban;

3. Ekuitas;

4. Pendapatan - LRA;

5. Belanja;

6. Transfer;

7. Pembiayaan;

8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan - LO;

10. Beban; dan
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11.

Arus Kas.

G.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang
adalah:

1.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang
mengatur Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20122 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran
2023;

Peraturan Bupati Subang Nomor 386 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Subang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penganggaran,  Pelaksanaan =~ dan  Penatausahaan,  Pelaporan  dan
Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Subang;

Peraturan Bupati Subang Nomor 330 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2023;

Peraturan Bupati Subang Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Subang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Mekanisme
Penggunaan serta Pertanggungjawaban Dana Biaya Tidak Terduga dan Dana
Siap Pakai;

Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;

Peraturan Bupati Subang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penggunaan dan
Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Bupati Subang Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Subang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peratutan Bupati Subang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;

Peraturan Bupati Subang Nomor : 87 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah; dan

Peraturan Bupati Subang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Standar Operasional
Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Subang.
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G.1.3.

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Secara garis besar Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realiasi Anggaran (LRA), Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK),
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup tentang kebijakan akuntansi yang
digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang dan informasi lain yang diharuskan
diungkapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan
penyajian laporan keuangan secara wajar.

Adapun Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :

BABI Pendahuluan
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BABII  Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja
1. Ekonomi Makro
2. Kebijakan Keuangan
3. Indikator Pencapaian Kinerja
BAB III  Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
BAB IV Kebijakan Akuntansi
BAB V  Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI  Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
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BABII
EKONOMI MAKRO,KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Nilai PDRB Kabupaten Subang atas dasar harga berlaku pada tahun 2023

mencapai 49,692 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan
sebesar 3,582 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 46,110
triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari

30,181 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 31,604 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal
ini menunjukkan selama tahun 2023 Kabupaten Subang mengalami kontraksi
pertumbuhan sebesar 4,64% dibandingkan tahun 2022.

G.2.1.

Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi
barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur
ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan
usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap
kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha
dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup
lapangan usaha pertanian, kehutanan, Perikanan; pertambangan dan penggalian;
industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampabh,
limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil
dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan
minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; Real Estate; jasa
perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa
pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. Selama lima tahun
terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Subang didominasi oleh
lima kategori lapangan usaha, diantaranya:

Pertanian, kehutanan, dan perikanan;

Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;
Industri pengolahan;

Pertambangan dan penggalian; dan

Konstruksi.

kWb =

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Subang pada tahun
2023 masih dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan,
yaitu mencapai 30,03%, (turun dari 30,07% pada tahun 2022). Selanjutnya lapangan
usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar
13,71% (naik dari 13,56% pada tahun 2022), disusul oleh lapangan usaha industri
pengolahan sebesar 12,96% (turun dari 13,20% pada tahun 2022). Berikutnya
lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,03% (naik dari 8,46% pada tahun 2022) dan
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lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,63% (turun dari 6,88% pada

tahun 2022).

Tabel 2.1
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Tahun) 2019 — 2023
dalam persen)

No Lapangan Usaha 2019 | 2020 2021 2022* | 2023**
1 Pertanian, kehutanan dan perikanan 29,62 | 30,01 29,31 | 30,07 | 30,03
2 Pertambangan dan penggalian 8,49 7,05 6,86 6,88 5,63
3 | Industri pengolahan 12,89 | 13,19 13,21 | 13,20 | 12,96
4 Pengadaan listrik dan gas 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
5 Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan 010 | 011 0,11 0.1 0.11
daur ulang

6 | Konstruksi 8,29 [ 8,12 8,66 8,46 9,03
Perdagangan besar dan

7 | eceran, reparasi mobil dan 14,12 | 13,77 13,84 | 13,56 | 13,71
sepeda motor

8 | Transportasi dan pergudangan 3,87 3,88 3,79 4,00 4,63

9 | Penyediaan akomodasi dan makan minum 3,61 3,69 3,56 3,69 3,94

10 | Informasi dan komunikasi 2,71 3,42 3,43 3,30 3,30
11 | Jasa keuangan dan asuransi 4,55 | 4,66 4,82 4,73 4,69
12 | Real Estate 1,01 1,04 1,09 1,08 1,08
12 | Jasa perusahaan 0,05 | 0,05 0,05 0,05 0,05
14 .Adnjinistrasi. pemerintahan, pertahanan, dan 3.93 3.86 401 363 3,51

jaminan sosial

15 | Jasa pendidikan 3,66 | 3,97 4,15 4,05 4,04
16 | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 0,77 | 0,79 0,84 0,83 0,82
17 | Jasa lainnya 227 | 2,31 2,20 2,29 2,40

Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Indikator Makro Kabupaten Subang 2023
Sumber: BPS Kabupaten Subang

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, konstruksi dan perdagangan besar
dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor adalah kategori yang mengalami
peningkatan peranan. Sedangkan pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan
dan penggalian dan industri pengolahan peranannya menurun. Sementara itu,
peranan lapangan usaha lainnya, kurang dari 5%.

G.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat
kinerja perekonomian secara real di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi
dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang
bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang
sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan
usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Subang pada tahun
2023 naik dibandingkan tahun 2022. Nilai PDRB Kabupaten Subang atas dasar
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harga konstan 2010, pada tahun 2023 mencapai 31,604 triliun rupiah. Angka
tersebut naik dari 30,181 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan
bahwa selama tahun 2023 Ekonomi Kab Subang mengalami pertumbuhan sebesar
4,64 % jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Tahun) 2019 — 2023
(dalam persen)

No Lapangan Usaha 2019 | 2020 2021 2022* | 2023**
1 | Pertanian, kehutanan dan perikanan 2,10 | -0,86 1,58 6,31 2,17
2 | Pertambangan dan penggalian -3,11 | -6,01 -2,44 | -0,45 -0,39
3 Industri pengolahan 11,14 | -0,55 1,56 5,03 2,04
4 | Pengadaan listrik dan gas 3,24 | -2,30 10,51 2,85 1,94
5 Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan 546 | 10,54 6.39 3.87 3,20
daur ulang

6 | Konstruksi 6,84 [ -4,61 8,24 0,51 10,55
Perdagangan besar dan

7 | eceran, reparasi mobil dan 3,52 | -5,09 3,35 3,16 4,44
sepeda motor

8 | Transportasi dan pergudangan 6,43 | -2,46 0,64 9,53 | 16,10

9 | Penyediaan akomodasi dan makan minum 8,40 | -2,19 -2,06 8,67 9,81

10 | Informasi dan komunikasi 10,70 | 24,05 6,03 5,94 7,87
11 | Jasa keuangan dan asuransi 5,00 0,99 493 | -0,47 4,00
12 | Real Estate 8,65 | 0,69 9,98 5,93 6,27
12 | Jasa perusahaan 9,01 | -7,18 9,21 8,42 7,41
14 _Adnjinistrasi_ pemerintahan, pertahanan, dan 327 | -4.25 521 | -097 2.44

jaminan sosial

15 | Jasa pendidikan 584 | 3,87 2,77 2,25 5,00
16 | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 7,68 | -1,21 5,68 6,18 5,44
17 | Jasa lainnya 7,01 | -0,88 -0,92 9,87 8,69

Produk Domestik Regional Bruto 461 | 1,15 2,18 4,21 4,64

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Indikator Makro Kabupaten Subang 2023

Sumber: BPS Kabupaten Subang

Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa seluruh lapangan usaha mengalami

pertumbuhan positif kecuali Pertambangan dan Penggalian sebesar minus 0,39%.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2023 dicapai oleh lapangan usaha
Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,10%.

G.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah
dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk.
Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB
per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi
sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.
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PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala

atau per satu orang penduduk

Tabel 2.3
PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Subang Tahun 2019-2023
. 2019 2020 2021 2022 2023*
No Uraian
: (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
A | Nilai PDRB (Miliar Rupiah)
- Atas Dasar Harga Berlaku 40.790,68 | 40.148,32 | 42.292,91 | 46.110,40 | 49.692,22
- Atas Dasar Harga Konstan 28.672,90 | 28.344,32 | 28.960,91 | 30.181,57 | 31.604,98
B | Nilai PDRB Per Kapita (Miliar Rupiah)
- Atas Dasar Harga Berlaku 25.983,00 | 25.208,00 | 26.348,00 | 28.387,40 -
- Atas Dasar Harga Konstan 18.264,00 | 17.796,00 | 18.043,00 | 18.580,98 -
Pertumbuhan PDRB Per-kapita atas
Dasar Harga Konstan 2010 522 (2,56) 1,38 2,98 B
C | Jumlah Penduduk (ribu Orang) 1.569.924 | 1.592.609 | 1.608.594 | 1.624.326 | 1.649.821
D | Pertumbuhan Jumlah Penduduk 1,06 1,44 1,00 0,97 1,57

* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Sumber.: BPS Kabupaten Subang 2023

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Subang atas dasar harga berlaku sejak
tahun 2019 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020
PDRB per kapita Kabupaten Subang mengalami penurunan yang tak lepas dari
efek pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas perekonomian Kabupaten
Subang. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan produksi barang dan jasa di
sepanjang tahun 2020 akibat dari beragam kebijakan penanggulangan Covid-19,
termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada tahun 2021
perkembangan pandemi Covid-19 yang mulai terkendali dan diikuti oleh
berakhirnya masa pandemi pada tahun 2022 mengakibatkan mulai pulihnya
aktivitas masyarakat pada tahun 2021 dan 2022 yang mengakibatkan PDRB per
kapita tumbuh sebesar 1,38% dan 2,98%. Badan Pusat Statistik belum mem-
publish angka PDRB perkapita tahun 2023.

G.2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang tidak hanya
mencakup pembangunan ekonomi, tetapi juga pembangunan manusianya.
Pembangunan manusia ditujukan karena pada dasarnya manusia merupakan
kekayaan bangsa, modal bagi pembangunan secara keseluruhan. Untuk itu
diperlukan upaya pembangunan manusia agar tercipta lingkungan yang
memungkinkan masyarakat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan
kehidupan yang produktif (United Nations Development Programme-UNDP).

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang
bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan,
kesehatan dan pendidikan. Tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia dapat
dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling
mendasar di masyarakat seperti buta huruf, ketahanan pangan, serta kesehatan
tersebut dapat teratasi. Menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ukuran
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standar pembangunan manusia di dunia adalah Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) atau Human Development Index (HDI). Indeks pembangunan manusia
sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui
pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan
hidup sehat (a long and healthy life); pengetahuan (knowledge) dan standar
kehidupan yang layak (decent standard of living).

Metode penghitungan IPM yang digunakan BPS mengacu pada metodologi
yang digunakan oleh UNDP. Sejak tahun 2015, BPS telah menggunakan
penghitungan IPM yang terbaru dengan melakukan penyesuaian pada beberapa
indikator. Hal ini dilakukan karena masalah ketersediaan data pada tingkat
kabupaten/kota. Oleh karena itu, angka IPM Indonesia hasil penghitungan BPS
tidak dapat dibandingkan dengan angka IPM Indonesia yang dihitung oleh UNDP.

Pembangunan manusia merupakan isu strategis yang capaiannya perlu
dipantau. Untuk memonitor pencapaian pembangunan manusia antarwilayah di
Indonesia, BPS menghitung IPM pada tingkat regional sejak tahun 1996, yaitu
provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, untuk memantau keterbandingannya
dengan capaian nasional, dihitung pula angka IPM Indonesia.

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi hal yang
penting. Berubahnya status pembangunan manusia merupakan indikator untuk
melihat perkembangan pembangunan manusia. Status pembangunan manusia
berdasarkan capaian IPM diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Sangat Tinggi :IPM >80

2.  Tinggi : 70 <IPM < 80
3. Sedang 160 <IPM <70
4. Rendah : IPM <60

G.2.1.3.1. IPM Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2023, Posisi IPM Kabupaten Subang masih berada di bawah nilai
IPM Jawa Barat bersama 17 kabupaten lainnya. Bila diurutkan mulai dari yang
tertinggi maka Kabupaten Subang berada diurutan ke-19. Kabupaten/kota yang
memiliki nilai IPM tertinggi adalah Kota Bandung yaitu sebesar 83,29 sedangkan
yang terendah adalah Kabupaten Cianjur yaitu sebesar 68,18. Nilai [PM Kabupaten
Subang sendiri sebesar 71,42 atau naik sebesar 1,55 poin dibandingkan dengan
Tahun 2022.

G.2.1.3.2. Pencapaian Pembangunan Manusia di Kabupaten Subang

IPM tersusun atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek
kesehatan yang bermakna mempunyai umur panjang diwakili oleh indikator
harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator harapan
lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi perekonomian yang
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bermakna kehidupan yang layak digambarkan dengan kemampuan daya beli
(paritas daya beli). Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk
merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan
IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur
perkembangan pembangunan manusia.

Perkembangan IPM dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh komponen-
komponen yang menyusunnya. Kemajuan IPM sangat tergantung pada komitmen
penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk
yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Perkembangan komponen-komponen penyusun IPM selanjutnya akan dibahas
untuk melihat komponen-komponen mana yang berpengaruh cukup signifikan
terhadap kemajuan capaian [IPM Kabupaten Subang.

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Subang akan relatif lebih baik jika didukung oleh ketersediaan data
yang berkualitas dan memadai. Sasaran pembangunan akan mencapai hasil yang
tepat dan berkualitas. Keberhasilan pencapaian pembangunan fisik di wilayah
Kabupaten Subang diharapkan dapat diimbangi dengan upaya peningkatan
pembangunan manusia, sehingga mencapai sasaran ideal.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan
pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan
manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status
pencapaian.

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Subang terus mengalami
kemajuan selama periode 2010 hingga 2023. IPM Kabupaten Subang meningkat
dari 63,54 pada tahun 2010 menjadi 71,42 pada tahun 2023. Selama periode
tersebut, IPM Kabupaten Subang rata-rata tumbuh sebesar 0,75 poin per tahun.
Selama periode 2010 hingga 2023, IPM Kabupaten Subang menunjukkan
kemajuan yang besar. Saat ini, pembangunan manusia Kabupaten Subang berstatus
“tinggi”.

Tabel 2.4
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Subang
Periode Tahun 2010-2023

Tahun Pertumbuhan
2010 - 2011 1,06
2011 - 2012 1,02
2012 - 2013 0,95
2013 - 2014 0,48
2014 - 2015 1,10
2015- 2016 0,93
2016 - 2017 0,88
2017 - 2018 0,86
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Tahun Pertumbuhan
2018 - 2019 0,56
2019 - 2020 0,26
2020 - 2021 0,18
2021 -2022 0,74
2022 -2023 0,69

Sumber: BPS Kabupaten Subang (2023), diolah

G.2.1.4. Penduduk Miskin

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan
kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran
kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil
kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data
kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah
terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta
menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi
mereka.

Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar (basic needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini,
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran. Dalam penghitungan kemiskinan, rata-rata pengeluaran per kapita
tidak dapat dipisahkan dengan garis kemiskinan. Rata-rata pengeluaran perkapita
adalah biaya rata-rata dalam rupiah yang dikeluarkan oleh seseorang untuk
memenuhi kebutuhannya selama sebulan. Kebutuhan yang dimaksud adalah
kebutuhan makanan dan non makanan. Perkembangan rata-rata pengeluaran per
kapita di Kabupaten Subang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Rata-rata Pengeluaran per Kapita dalam 1 Bulan Periode Tahun 2020-2023

No Tahun Makanan Non Makanan Total

(Rp) (Rp) (Rp)
1 2020 579.196,00 481.005,00 1.060.201,00
2 2021 650.018,00 504.403,00 1.154.420,00
3 2022 648.749,00 581.928,00 1.230.677,00
4 2023 699.820,00 558.082,00 1.257.902,00

Sumber: BPS Kabupaten Subang, 2023

Dari tabel di atas terlihat rata-rata pengeluaran per kapita sebulan masyarakat
Subang terus meningkat dari tahun 2020 — 2023. Pada tahun 2023 rata-rata
pengeluaran per kapita sebulan masyarakat Subang sebesar Rp1.257.902,00
mengalami peningkatan sebesar Rp27.225,00,00 dibandingkan dengan tahun 2022
yaitu sebesar Rpl1.230.677,00. Bila diuraikan menurut jenis pengeluaran maka
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pengeluaran untuk makanan masih lebih tinggi daripada non makanan. Pengeluaran
untuk makanan persentasenya masih di atas 50% (lima puluh persen).

Selanjutnya garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah
minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan
yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok
bukan makanan. Jadi, apabila seseorang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita
sebulan kurang dari garis kemiskinan maka orang tersebut disebut miskin.

Tabel 2.6
Garis Kemiskinan Kabupaten Subang Periode Tahun 2020-2023
No Tahun Garis K(eRr;)nsklnan Perse&tiasitianP(?’/r:)duduk
1 2020 351.885,00 9.31
2 2021 360.691,00 10.03
3 2022 372.308,00 9.75
4 2023 404.320,00 9,52

Sumber: BPS Kabupaten Subang, 2023

Dalam kurun waktu 2020 — 2023, garis kemiskinan Kabupaten Subang terus
mengalami kenaikan. Kenaikan garis kemiskinan lebih disebabkan oleh adanya
inflasi pada komoditas makanan dan non makanan. Terlihat selama tahun 2020-
2023 garis kemiskinan naik sebanyak Rp52.435,00

Naiknya garis kemiskinan akan berimbas pada jumlah penduduk miskin.
Dalam penghitungan kemiskinan, salah satu indikator yang digunakan adalah PO.
PO adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Selama kurun waktu 2020-2022, persentase trend penduduk yang berada di
bawah garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 di mana di
awal pandemi pada tahun 2020 mencapai 9,31% dan meningkat menjadi 10,03%
pada tahun 2021. Namun dengan makin terkendalinya pandemi pada tahun 2023
dapat menurun sampai dengan 9,52%.

Selain Garis Kemiskinan dan persentase Penduduk Miskin (PO), terdapat
dua indikator lagi yang juga berkaitan dengan kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-
masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Makin tinggi nilai indeks,
makin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran
pengeluaran di antara penduduk miskin. Makin tinggi nilai indeks, makin tinggi
ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
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Tabel 2.7
Nilai P1 dan P2 Kabupaten Subang Periode Tahun 2020-2023
No Tahun P1 P2
1 2020 1.29 0.25
2 2021 1.93 0.50
3 2022 1.55 0.41
4 2023 1,90 0,55

Sumber: BPS Kabupaten Subang, 2023

G.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan
untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan
untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio
antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15
tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator
yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT).

Tabel 2.8
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja
di Kabupaten Subang Periode Tahun 2020-2023

No Uraian 2020 2021 2022 2023
Angkatan Kerja
1 Bekerja 746.284 763.589 800.701 839.759
2 Pengangguran Terbuka 78.183 82.673 67.431 69.584
Bukan Angkatan Kerja
1 Sekolah 76.165 67.845 72.180 79.125
2 Mengurus Rumah Tangga 275.343 274.607 279.605 272.118
3 | Lainnya 60.283 59.863 40.605 37.898
Total 1.236.258 1.248.577 | 1.260.522 | 1.298.484

Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2020-2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2023

Pada tabel 2.8 terlihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di

Kabupaten Subang pada empat tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun. Angka penganguran terbuka pada tahun 2021 mengalami peningkatan
yang salah satunya merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perlambatan aktivitas ekonomi di seluruh sektor. Namun pada
tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan yang menggambarkan aktivitas
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ekonomi yang berangsur mulai pulih seiring dengan berakhirnya pandemi Covid-
19. Tetapi pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPT Kabupaten Subang dalam kurun
waktu 2020-2023 menunjukkan bahwa pengangguran didominasi oleh laki-laki.
Kondisi ini menggambarkan makin terbukanya jenis pekerjaan bagi perempuan dan
berkurangnya jenis pekerjaan untuk laki-laki. Hal ini harus mendapat perhatian
khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang terkait dampak sosialnya bila
berlangsung dalam jangka panjang.

Tabel 2.9
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Subang Periode Tahun 2020-2023

No Jenis Kelamin 2020 2021 2022 2023
1 Laki-laki 9.83 9.88 8.78 9,71
2 Perempuan 8.88 9.58 6.02 4,33
3 Laki-Laki + Perempuan 9.48 9.77 7.77 7,65

Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2020-2023
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2023

G.2.1.6. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan
layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang
ditamatkan. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada
makin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang
sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Tabel 2.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Subang Tahun 2020-2023

No Pendidikan Tettinggi 2020 2021 2022 2023

1 SD Ke Bawah 13.202 20.910 20.788 12.384
2 SMP 22.923 18.226 15.467 15.476
3 SMA 16.337 19.158 12.162 40.230
4 Diploma I/11/lll Ke Atas 6.000 4.962 1.826 1.494

Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2020-2023
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2023

G.2.1.7. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Dalam Tabel 2.11 ditampilkan data jumlah penduduk berdasarkan status
pekerjaan utama di Kabupaten Subang.
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Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
di Kabupaten Subang pada Bulan Agustus 2023

(jiwa)

No Pekerjaan Utama Jiwa

1 Berusaha Sendiri 250.218
2 Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar 76.516
3 Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar 24.961
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 267.428
5 Pekerja Bebas 152.578
6 Pekerja Tak Dibayar 68.058

Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2020-2023
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2023

G.2.1.8. Indeks Gini

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat
pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara lain
dihitung dengan Gini Ratio. Makin besar angkanya, maka makin tidak merata
sebaran pendapatan. Data Gini Ratio di Kabupaten Subang dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Subang Periode Tahun 2020-2023
No Tahun Indeks Gini
1 2020 0.350
2 2021 0.329
3 2022 0.360
4 2023 0,320

Sumber: BPS Kabupaten Subang Tahun 2023

Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan
kriteria seperti berikut:

*GR<0,3 : dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
*0,3<GR 0,5 : dikategorikan sebagai ketimpangan sedang
*GR>0,5 : dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Dari data di atas dapat dilihat bahwa indeks gini ratio Kabupaten Subang
fluktuatif dalam tiga tahun terakhir, di mana pada tahun 2022 merupakan capaian
tertinggi dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten
Subang berhasil menurunkan angka ketimpangan pendapatan walaupun masih
masuk kedalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini perlu mendapat perhatian
dari Pemerintah Daerah agar distribusi pendapatan masyarakat di Subang makin
merata.
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Definisi stunting menurut WHO (2015) adalah gangguan pertumbuhan dan
perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang
ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar. Selanjutnya,
menurut WHO (2020) stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan
panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 Standar Deviasi (SD) pada
kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversible akibat
asupan nutrisi yang tidak kuat dan/atau infeksi berulang/kronis yang terjadi dalam
1000 HPK. Dampak stunting adalah:

1. Dampak kesehatan
Gagal tumbuh (berat lahir rendah, kecil, pendek, kurus), hambatan
perkembangan kognitif dan motorik.
b. Ganguan metabolik pada saat dewasa, risiko penyakit tidak menular
(diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung dan lain-lain)

a.

2. Dampak ekonomi
Berpotensi menimbulkan kerugian setiap tahunnya sebesar 2-3% GDP.

Pada tabel 2.13 berikut dapat dilihat data angka stunting di Kabupaten Subang per
Kecamatan selama 4 tahun terakhir.

Tabel 2.13
Angka Stunting dan Gizi Buruk Kabupaten Subang Tahun 2020-2023
2020 2021 2022 2023

Ne ecamatan Fuskesmas Stunting B?li’zuik Stunting Bﬁ:.lik Stunting B?li’zuik Stunting B?.li’zuik
1 | Sagalaherang | Sagalaherang 44 8 51 2 43 1 2 2

2 | Serangpanjang | Serangpanjang 56 3 7 4 74 4 3 3

3 | Jalancagak Jalancagak 103 10 122 12 152 3 116 4

4 | Ciater Palasari 161 11 151 - 168 - 132 -

5 | Cisalak Cisalak 62 2 35 - 68 - 50 -

6 | Kasomalang Kasomalang 110 12 61 4 31 - 33 1

7 | Tanjungsiang | Tanjungsiang 113 - 74 1 124 - 111 -

8 | Cijambe Tanjungwangi 28 26 28 1 31 6 11 3

Cirangkong 6 1 3 - 2 - - -

9 Cibogo Cibogo 46 3 41 1 32 9 11 -

10 | Subang Sukarahayu 158 13 39 8 62 18 120 41
Cikalapa 75 114 100 81 101 103 104 12

11 | Kaliati Kalijati 171 55 116 55 111 36 70 11
12 | Dawuan Rawalele 81 7 68 16 46 4 59 8
13 | Cipeundeuy Cipeundeuy 30 6 36 - 22 - 27 -
14 | Pabuaran Pabuaran 53 16 13 34 19 1 6 6
Pringkasap 76 11 119 48 11 1 5 ;

15 | Patokbeusi Rancabango 60 15 21 7 26 10 5 7
Patokbeusi 6 8 18 6 10 2 2 -

16 | Purwadadi Purwadadi 104 74 10 35 9 3 1 2
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2020 2021 2022 2023
No Kecamatan Puskesmas . Gizi . Gizi ) Gizi ) Gizi
Stunting B Stunting B Stunting B Stunting B
17 | Cikaum Cikaum 163 11 53 4 60 9 27 4
18 | Pagaden Pagaden 6 7 7 9 88 6 17 16
Gn Sembung 23 1 25 - 22 7 16 2
19 | Pagaden Barat | Pagaden Barat 35 4 " - 16 1 29 1
20 | Cipunagara Cipunagara 206 4 37 32 75 3 113 27
21 | Compreng Compreng 52 8 29 1 20 4 79 25
Jatireja 111 39 114 15 95 14 59 3
22 | Binong Binong 250 50 35 16 23 5 11 12
23 | Tambakdahan | Mariuk 34 9 13 4 10 - 5 -
Tambakdahan 24 11 34 1 - - 3 3
24 | Ciasem Ciasem 206 35 83 - 42 7 103 8
Jatibaru 58 28 27 - 11 - 12 -
25 | Pamanukan Pamanukan 100 54 236 115 137 202 86 61
26 | Sukasari Batangsari 1 1 6 1 4 6 3 3
Mandalawangi 54 4 10 4 8 1 9 1
27 | Pusakanagara | Pusakanagara 75 15 126 120 16 - 14 3
28 | Pusakajaya Karanganyar 38 8 19 2 45 6 38 5
29 | Legonkulon Legonkulon 52 20 41 B 22 4 29 2
30 | Blanakan Blanakan 30 1 2 3 4 1 25 9
Cilamayagirang 10 5 4 9 3 2 5 4
Total 3.071 710 2.089 648 1.843 479 1.667 286
Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2023
Dari data di atas Pemerintah Kabupaten Subang dari tahun ke tahun berhasil
menurunkan jumlah total angka stunting dan gizi buruk walaupun pada beberapa
kecamatan terdapat fluktuasi angka.
G.2.2. Kebijakan Keuangan

APBD Pemerintah Daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara
Pemerintah Daerah dan DPRD tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan
kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup
keperluan belanja dimaksud atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan
akan terjadi defisit atau surplus.

Dengan demikian, fungsi APBD di lingkungan pemerintah daerah mempunyai
pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

1. APBD merupakan pernyataan kebijakan publik;

2. APBD merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara -

belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan;

3. APBD menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;
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4. APBD memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah; dan

5. Hasil pelaksanaan APBD dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada
publik.

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Subang yang
memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan selama satu
tahun anggaran yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2023, terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Daerah yang berdampak
pada pengelolaan keuangan, antara lain:

1. Terdapat 3 kali perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 antara lain:

a. Peraturan Bupati Subang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Subang Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
tanggal 21 November 2023. Perubahan ini dikarenakan Pemerintah
Kabupaten Subang mendapatkan tambahan anggaran dari Pemerintah
Provinsi Jawa Barat sebesar Rp18.734.005.674,00 yang dianggarkan pada
SKPD:

1) Dinas Pendidikan sebesar Rp16.500.000.000,00 yang terdiri dari
kegiatan-kegiatan:
a) Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa
(Lab dan Digital Study Center) sebesar Rp5.000.000.000,00;
b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Meubelair SD/SMP Negeri
Terdampak Bencana sebesar Rp2.500.000.000,00; dan
¢) Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa
(Lab dan Digital Study Center) sebesar Rp9.000.000.000,00.
2) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.234.005.674,00 berupa kegiatan Jaminan
Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Subang .

Hal-hal tersebut di atas didasarkan pada:

1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang TA 2023 Halaman 31



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.

6) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.

7) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

8) Surat  Sekretaris Daerah  Provinsi Jawa  Barat  Nomor
9491/KU.01.06.07/BPKAD perihal Penyampaian Rincian Bantuan
Keuangan Provinsi Jawa Barat Kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

b. Peraturan Bupati Subang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Subang Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
tanggal 13 Desember 2023. Perubahan ini dikarenakan terdapat penyesuaian
belanja pada BLUD RSUD akibat dari pelampauan target pendapatan
sebesar  Rp8.000.000.000,00 serta Pemerintah Kabupaten Subang
melakukan pergeseran antar Objek Belanja, antar Rincian Objek Belanja,
antar Sub Rincian Objek Belanja dan Perubahan atau pergeseran atas uraian
dari sub rincian objek (Dalam jenis belanja dan Sub Kegiatan yang sama).
Dasar hukum perubahan ini antara lain:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023.

c. Peraturan Bupati Subang Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Bupati Subang Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
tanggal 27 Desember 2023. Perubahan ini dilakukan karena terjadi
pergeseran Belanja Bantuan Opersional Sekolah (BOS) pada Dinas
Pendidikan.

Dasar hukum:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
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3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023.

4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi sebagai dampak dari penerapan:
a. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 16 tentang

Perjanjian Konsesi Jasa.

b. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 17 tentang

Properti Investasi.

Perubahan ini terangkum dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 67 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 86 Tahun 2021
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

3. Perubahan Bagan Akun Standar yang tersusun dalam Peraturan Bupati Subang
Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor
88 Tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten
Subang.

G.2.2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam
menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, meliputi aktivitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan
daerah menjadi sorotan utama sehingga dibutuhkan akuntabilitas publik yang
bersifat terbuka dan transparan. Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk
mengikuti perkembangan yang terjadi Pendapatan Asli Daerah lingkup pengelolaan
keuangan daerah.

Perkembangan yang terjadi pada pengelolaan keuangan daerah biasanya
disebabkan oleh perubahan regulasi atas pengelolaan keuangan daerah. Perubahan
tersebut dituangkan dalam program-program Pemerintah Daerah yang sudah
ditetapkan menjadi prioritas dalam Pembangunan Daerah. Pengelolaan keuangan
daerah selalu disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum maupun Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Kabupaten Subang yang telah disepakati dan ditetapkan
sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran
pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,
transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten
Subang harus memiliki sinergi serta sinkronisasi baik antar kegiatan dalam Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun antar SKPD serta lebih jauhnya dengan
program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut direalisasikan
melalui proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta dijabarkan kembali
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pada Rencana Kerja (Renja) yang secara hierarki saling terkait dari mulai Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi sampai
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Subang, sebagai langkah awal dalam usaha mewujudkan sinergitas serta
keterkaitan pada program Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan tersebut terangkum dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun Anggaran 2023. Kebijakan umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) memuat kebijakan
anggaran dan gambaran kondisi keuangan daerah Kabupaten Subang dalam satu
tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-ABPD).

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengelolaan keuangan
daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 berpedoman pada Undang—Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Selain itu,
terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Subang Tahun 2023, antara lain Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah yang secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka sumber-sumber
keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. PAD
bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan
potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai
perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Transfer merupakan pendanaan daerah
yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer selain
dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, bertujuan
untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan
daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah.

Pengelolaan pendapatan daerah terpusat pada aktivitas optimalisasi penerimaan
pendapatan daerah. Struktur penerimaan daerah Kabupaten Subang diuraikan
sebagai berikut:

1. PAD, merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan:
a. Penganggaran Pajak Daerah
1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing.

Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak
daerah di kabupaten serta memperhatikan perkiraan asumsi makro,
seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi
dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat memengaruhi target
pendapatan pajak daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus
melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan.
Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis
teknologi.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan
bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi
hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai
pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan
sarana transportasi umum.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian
provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit
50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan
masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber
dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian
kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima
puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-
masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program JKN.
Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan
sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek
strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak
dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi,
gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal berupa
pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok
pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang
ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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b. Penganggaran Retribusi Daerah

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi
retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta
memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi,
dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang
dapat memengaruhi target pendapatan retribusi daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi
pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi
bersangkutan.

Perhitungan  tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan
Sampah.

Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah
secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis
teknologi informasi.

Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian
lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas
dan peningkatan pelayanan angkutan umum.

Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan
kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit
kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok
pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan
retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan
kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode
rekening berkenaan.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
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penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

11) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan
atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi:

a. Retribusi Perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung
selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung;

b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman
beralkohol selanjutnya disebut Retribusi lzin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol;

c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek selanjutnya disebut
Retribusi Izin Trayek; dan

d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut
Retribusi Izin Usaha Perikanan.

c. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan
daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau
manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa
dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang
mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan; dan/atau

e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi
Pemerintah Daerah;

d. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak
daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, yang terdiri atas:

a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

hasil kerja sama daerah;

jasa giro;

hasil pengelolaan dana bergulir;

pendapatan bunga;

penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
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h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai
akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan
pendapatan daerah;
penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;
pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
pendapatan denda pajak daerah;
pendapatan denda retribusi daerah;

. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
pendapatan dari pengembalian;
pendapatan dari BLUD; dan
pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah
Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah
dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna
(BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan
Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan
kebijakan:
a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Dana Perimbangan
a) Dana Transfer Umum
(1) DBH
(a) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak
terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB)
selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak
Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal
25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
(WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi
sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-
Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi
mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan,
dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan
negara yang dinamis, diantaranya dengan
mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun
terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan

—
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DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran
2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

(b) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat
perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi
DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal
Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-
Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023.

(c) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT
menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.

(d) Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian
DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota  Tahun
Anggaran 2023  belum ditetapkan, penganggaran
pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata
pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun
Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun

Anggaran 2019.
(e) Dalam hal; 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai
rincian alokasi DBH-CHT menurut

provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/ atau terdapat
perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian
alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah
harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD  Tahun Anggaran 2023 dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.

(f) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber
Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan,
DBH-Pertambangan Mineral dan Batu bara, DBH-
Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas
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Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH-
Perikanan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi
yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun
Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi
DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan
melalui  portal  Kementerian  Keuangan  dengan
memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara
yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan
penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada
realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun
terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran
2020 dan Tahun Anggaran 2019.

(g) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat
perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi
DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal
Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-
SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.

(h) Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun
Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-
tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran
2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.

(i) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran
2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran
2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan.

(j) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang TA 2023 Halaman 40



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau
informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan
belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan
DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada
realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran
2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

(k) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2)
informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan
DBHMinyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui
portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD  Tahun Anggaran 2023 dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) DAU

(a) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(b) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023
atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun
Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan.

(c) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan
atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun
Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan
belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU
didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

(d) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat
perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU
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Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah
Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.
b) Dana Transfer Khusus

(1) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah
dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana
transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non
Fisik.

(2) Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan
sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi
Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

(3) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati
Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan
atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus
Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan
belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud
langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

(4) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau
terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi
Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal
Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer
Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran
2023.
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2) Dana Insentif Daerah

a) Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu
dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan
dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

b) Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau
informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan.

¢) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat
perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif
Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun  Anggaran 2023  ditetapkan, Pemerintah Daerah
menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

d) Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber
dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada
pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana
Insentif Daerah.

3) Dana Otonomi Khusus
4) Dana Keistimewaan
5) Dana Desa

a) Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa
yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b) Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi
resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

c) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai
alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal
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Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana
Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun
Anggaran 2022.

d) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2)
informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud
dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Transfer Antar-Daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil

a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah
lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak
Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja
Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun
Anggaran 2023.

¢) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023
mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023,
penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi
Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

d) Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum
direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target
Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam
LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Bantuan Keuangan

a) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari
Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah,
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan
tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah
kabupaten/kota lainnya.

b) Bantuan keuangan yang Dberasal dari provinsi dan/atau
kabupaten/kota, terdiri atas:
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(1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima
dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

(2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima
dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

¢) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD
penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, yaitu:

(1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

(2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

(3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan

(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

d) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan
bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

e) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan
bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah
menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain
pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan penganggaran
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:
a. Hibah

1) Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau
jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain,
masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang
tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak
mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak
mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban
kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan
ekonomi biaya tinggi.
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3) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen
pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

5) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan
berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat
Persetujuan Pemberian Hibah.

6) Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun
berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait
hibah daerah.

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

1) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang
diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023
dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Pada Pemerintah Daerah.

Secara keseluruhan, struktur pendapatan Kabupaten Subang termasuk tidak kokoh,
karena ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terlalu besar, dengan jumlah persentase
Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 18,09%
sedangkan Pendapatan Transfer sebesar 80,71% terhadap Penerimaan APBD.

Adapun kebijakan pencapaian pendapatan daerah tahun 2023 antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan PAD
baik pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, tanpa
memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai
berikut:

a. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan
kesadaraan dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi
daerah;

b. Meningkatkan pemahaman pentingnya pajak untuk pembangunan daerah;

c. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan mengggali sumber
pajak baru serta penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang
ditindaklanjuti dengan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan

d. Optimalisasi pengelolaan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten
Subang sehingga dapat meningkatkan retribusi dari aset tersebut.

2. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari sumber dana perimbangan
melalui:
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a. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam
pendataan kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan
pembagian dana perimbangan; dan

b. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten
dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana
perimbangan.

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah serta menggali
dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru
dan sah melalui:

a. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan seluruh
Perangkat Daerah dalam pengelolaan berbagai aset daerah; dan

b. Mengembangkan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan
meminimalisasi risiko munculnya ekonomi biaya tinggi dalam
perekonomian daerah.

Pemerintah Daerah diberi otonomi agar dapat menyelenggarakan urusan rumah
tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan tiap daerah. Dalam rangka
menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan
masyarakat. Daerah juga diberi otonomi untuk menggali sumber-sumber
pendapatan dan menggunakannya demi kemajuan daerahnya. Kebebasan dalam hal
keuangan tersebut dijamin secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, yang di dalamnya memuat sumber-sumber penerimaan daerah dan
komponen pembiayaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah meliputi
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa proporsi terbesar dari penerimaan daerah
masih ditopang dari Dana Transfer, padahal masih banyak potensi yang dimiliki
daerah. Potensi tersebut dapat dikembangkan untuk menambah Penerimaan Daerah
dan selanjutnya dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas kinerja
pemerintahan. Hal tersebut terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia terutama
Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat ketergantungan yang sangat
tinggi terhadap penerimaan yang bersumber dari Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat.

Pemerintah Kabupaten Subang selalu berupaya untuk meningkatkan kemandirian
daerah melalui peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari pos Pendapatan
Asli Daerah baik melalui strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Target dan
realisasi pendapatan daerah yang selalu meningkat setiap tahun merupakan hasil
atau output dari kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang
diarahkan kepada peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi
maupun ekstensifikasi.

Strategi ektensifikasi baru sebatas kajian-kajian yang dilakukan untuk menggali
potensi dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga diharapkan dapat ditemukan pos-
pos baru untuk menambah dan meningkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.
Pemerintah Kabupaten Subang berusaha mengoptimalkan usaha daerah dan
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pendayagunaan aset daerah dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan beban
masyarakat.

Sedangkan strategi intensifikasi dalam peningkatan pendapatan daerah dilakukan
melalui upaya-upaya peningkatan target dan realisasi pendapatan daerah pada
sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang
dilakukan dalam rangka melaksanakan strategi intensifikasi untuk meningkatkan
pendapatan daerah adalah melalui:

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan
daerah;

2. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;

3. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah;

4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi
daerah;

5. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksaaan program/kegiatan yang
diarahkan untuk memecahkan permasalahan strategis yang dihadapi dalam hal
penerimaan pendapatan daerah;

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana di
sektor pelayanan masyarakat; dan

7. Memaksimalkan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk
memastikan seluruh program dan kegiatan terlaksana dengan baik dan tepat
sasaran.

Strategi yang diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang baik yang bersifat
intensifikasi dan ekstensifikasi prinsipnya adalah sebagai upaya untuk
meningkatkan kemampuan daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian
daerah serta mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat. Kebijakan
Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan baik berupa uang yang melalui
rekening kas umum daerah maupun tidak melalui rekening kas umum daerah
serta barang-barang yang selanjutnya menjadi hak pemerintah daerah untuk
digunakan bagi kepentingan operasional Pemerintah Kabupaten Subang dalam
satu tahun anggaran; dan

2. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu
tahun anggaran.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2023
digunakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan. Berdasarkan struktur
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pendapatan daerah Kabupaten Subang, maka kebijakan untuk meningkatkan
pendapatan daerah adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang
bersumber dari pajak dan retribusi daerah terutama melalui usaha daerah dan
pendayagunaan aset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan
penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan
tidak menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka
panjang;

2. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau
organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih
luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah, seperti
mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD;

3. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada kas umum
daerah;

4. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan
retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar
retribusi daerah,;

5. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten
dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana
perimbangan; dan

6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebgagai upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi
daerah.

Kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang

diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan

dan pemungutan pajak daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;

2. Analisis dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak

daerah;

Penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah;

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;

Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;

Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah;

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

8. Penetapan Wajib Pajak Daerah;

9. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah;

10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;

11. Penagihan Pajak Daerah;

12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; dan

13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 semula ditargetkan sebesar

Rp2.858.288.796.512,00 kemudian melalui mekanisme Peraturan Kepala Daerah

tentang Perubahan Penjabaran APBD yang dilakukan setelah penetapan Peraturan

Kepala ~ Daerah  tentang  perubahan =~ APBD  bertambah sebesar

Nawnhw
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Rp508.567.631.069,00 schingga menjadi Rp3.366.856.427.581,00. Peningkatan
target tersebut terjadi pada Pos Pendapatan Transfer yang semula ditargetkan
sebesar Rp2.149.617.689.386,00 bertambah sebesar Rp552.282.673.616,00
sehingga menjadi Rp2.701.900.363.002,00.

Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2023 secara totalitas naik jika
dibandingkan dengan tahun 2022. Berikut gambaran perkembangan realisasi
pendapatan daerah Kabupaten Subang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Gambar 2.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang
Dalam 5 Tahun Terakhir

3.400.000.000.000,00
3.200.000.000.000,00 o

/
3.000.000.000.000,00 - T —

2.800.000.000.000,00 T~
2.600.000.000.000,00
2.400.000.000.000,00

2019 2020 2021 2022 2023
== Realisasi| 3.045.418 | 2.781.391 | 3.151.086 | 3.009.610 | 3.287.674

Sumber: BKAD Kabupaten Subang, TA 2023

Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah
Kabupaten Subang mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun waktu
tahun 2019 — 2020 yang diakibatkan salah satunya oleh karena pandemi Covid-19
yang mengakibatkan penurunan realisasi pendapatan daerah. Pada tahun 2021
kembali meningkat walaupun belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan,
namun pada tahun 2022 kembali menurun yang menggambatkan bahwa stabilitas
ekonomi akibat pandemi Covid-19 belum mencapi titik yang optimal. Pada Tahun
2023 pendapatan daerah kembali meningkat dengan capaian realisasi sebesar
97,61% dari target yang telah ditetapkan. Kenaikan pendapatan ini selain dari sisi
nominal yang terealisasi lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2022, dari sisi
capaian realisasi pun lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya
mencapai 93,98% dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan gambar 2.2 di bawah ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi
Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD sebagai potret kemandirian daerah dan
efektivitas otonomi daerah masih sangat kecil (18,09%), sehingga menjadi agenda
penting Pemerintah Kabupaten Subang untuk terus menggali potensi Pendapatan
Asli Daerah sehingga kontribusinya terhadap APBD dapat meningkat pada tahun-
tahun yang akan datang. Kontribusi masing-masing pos pendapatan daerah
terhadap APBD Tahun 2023 digambarkan oleh diagram di bawah ini:
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Gambar 2.2
Komposisi Masing-masing Pos Pendapatan Daerah
Terhadap APBD Kabupaten Subang TA 2023

Pendapatan

Transfer
(80,71%)

Lain2
Pendapatan
Daerah yang

(1,19%)

PAD
(18,09%)

Sumber: BKAD Kabupaten Subang, TA 2023

Sebagaimana dijelaskan pada tabel dan gambar di atas, PAD Kabupaten Subang
hanya berkontribusi sebesar 18,09% terhadap APBD TA 2023.

Permasalahan dan Solusi

Perolehan target pendapatan daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan
target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta
hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk
mengidentifikasi permasalahan yang terjadi serta menemukan solusi yang sesuai
dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Beberapa permasalahan yang
dihadapi dan solusi dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan dapat
digambarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang masih kecil terhadap APBD
Pemerintah Daerah adalah permasalahan yang terjadi hampir di setiap daerah di
Indonesia. Ketergantungan daerah yang masih tinggi terhadap Pemerintah
Pusat sangat erat kaitannya dengan sistem perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur oleh Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004.

Permasalahan mengenai pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang kecil,
Pendapatan Asli Daerah dasarnya terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

a. Data potensi pajak serta retribusi daerah perlu ditingkatkan akurasinya
sesuai dengan kondisi riil di lapangan;

b. Masih perlunya pemberdayaan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan
daerah;

c. Pengelolaan BUMD perlu ditingkatkan sehingga meningkatkan dividen
untuk menambah kontribusi pendapatan bagi daerah;

d. Perlu adanya penyempurnaan payung hukum pemungutan pajak dan
retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
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e. Penegakan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah masih perlu
ditingkatkan.

2. Solusi

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka solusi yang diharapkan
mampu mengatasi permasalahan tersebut diantaranya:

a. Perlu dilaksanakan mapping potensi pajak serta retribusi daerah secara
komprehensif sesuai kondisi riil yang ada sehingga dapat menetapkan
target yang sesuai dengan kondisi yang ada tersebut.

b. Pendataan dan pemberdayaan atas aset yang dimiliki, baik dilakukan secara
mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga untuk dapat
memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah.

c. Optimalisasi pengelolaan BUMD dengan meningkatkan kualitas
pengelolaan BUMD untuk meningkatkan laba dari BUMD serta
meningkatkan modal BUMD melalui penyertaan modal dari pemerintah
daerah yang besarannya berdasarkan kajian sesuai ketentuan yang ada.

d. Perubahan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta
Peraturan Bupati pendukung dalam pengelolaan pemungutan daerah
sehingga sesuai dengan kondisi riil yang ada.

e. Dilaksanakan penegakan Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah
secara tegas dan konsisten terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi
kewajiban perpajakan daerah. Pemeriksaan terhadap wajib pajak, dilakukan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam
rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah, di
samping pengenaan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah.

Upaya dalam penggalian potensi daerah dalam prosesnya selalu berbenturan
dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah baik sumber daya
manusia maupun sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi hal
itu dapat dicari jalan keluarnya dengan melibatkan pihak di luar pemerintah
daerah yang memiliki akses dan aset sumber daya manusia dan sumber daya
ilmu dan teknologi, yaitu misalnya pihak Perguruan Tinggi atau para akademisi
untuk membantu Pemerintah Daerah membuat pemetaan terhadap potensi-
potensi yang dimiliki serta mengkaji potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah
baru dalam rangka strategi ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

Hal tersebut di atas telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang untuk
meningkatkan Pendapatan Daerah. Pemerintah Kabupaten Subang telah
melakukan kajian dengan melibatkan pihak Perguruan Tinggi dalam upaya
menggali potensi pendapatan asli daerah. Hasil kajian tersebut memberi
rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Subang untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah dari pos pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan.

Penerimaan yang berasal dari pos tersebut adalah hasil kerja sama Pemerintah
Kabupaten Subang dengan beberapa pihak ketiga atau pihak swasta dalam
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mengelola aset-aset daerah. Oleh karenanya, pada waktu yang akan datang
Pemerintah Kabupaten Subang harus dapat terus membina dan meningkatkan
jalinan kemitraan dengan pihak swasta baik dalam pengelolaan aset daerah
maupun pengelolaan pelayanan publik, sehingga aset daerah dapat dikelola dan
dimanfaatkan secara lebih profesional dan profit oriented.

Pada akhirnya tujuan untuk meningkatkan kas daerah sehingga melalui
peningkatan pencapaian pendapatan asli daerah dapat terlaksana setiap
tahunnya disertai dengan kualitas pelayanan publik yang terus meningkat
sehingga tercapai kepuasan masyarakat yang Pendapatan Asli Daerah akhirnya
berdampak pada kesadaran masyarakat untuk mendukung program-program
Pemerintah Daerah.

G.2.2.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk
pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Sistem dan Prosedur (Sisdur)
yang berlaku. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,
baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan
kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran
dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan alokasi belanja
untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan,
serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud
dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan
pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor yang ada di masyarakat.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, keuangan daerah Tahun
2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi
kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan
anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam
program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 diarahkan dengan pengaturan pola
pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif dan dituangkan dalam Nota
Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor: HM.03.01./NK.31-BKAD/2022 dan
ku.01.01.02/550.1/Setwan/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Kebijakan Umum
APBD (KUA) Kabupaten Subang Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah
yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang
ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
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a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan
menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap;

b. Penganggaran terpadu berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program,
kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan; dan

c. Penganggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan
keterkaitan antra pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari
kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi
dalam pencapaian hasil keluaran.

3. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan
prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan
urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan
pencapaian sasaran pembangunan.

4. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan
dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapian standar
pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan
urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan
kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar
publik.

5. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target
kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak
dilakukan berdasarkan petimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau
berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

6. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat
daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang
menjadi kewenangan daerah.

7. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan
nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan
Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang
menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam
rangka penanganan Covid-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan
normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik
aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

8. Dukungan penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya dengan fokus
pelayanan kesehatan:

a. optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test dan tracing
dan tracking, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan real time,
penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;

b. optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD,
ruang isolasi dan alat tes, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri,
dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;

c. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga
kesehatan, beserta insentifnya; dan

d. efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik
dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap
memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program
dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis
standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar
kinerja ASN pada Pemerintah Daerah.
Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan
regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.
Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam
rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan
mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan
mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang
bersangkutan.
Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban
kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan
daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah
ditentukan penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan
pemerintahan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran
Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri
teknis terkait.
Struktur belanja daerah pada APBD Kabupaten Subang sebagai berikut.
BELANJA DAERAH
a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai;

2) Belanja Barang dan Jasa;

3) Belanja Hibah; dan

4) Belanja Bantuan Sosial.
b. Belanja Modal

1) Belanja Tanah;

2) Belanja Peralatan dan Mesin;

3) Belanja Bangunan dan Gedung;

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
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c. Belanja Tidak Terduga
d. Belanja Transfer
1) Belanja Bagi Hasil; dan
2) Belanja Bantuan Keuangan.

a. Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
operasi dirinci atas jenis:
1) Belanja Pegawai
a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi

b)

¢)

d)

e)

yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah,

Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai ASN dan

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan

penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru

dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang
telah ditentukan penggunaannya.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang

representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN,

belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan
honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada
belanja SKPD Sekretariat Daerah;

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja
SKPD Sekretariat DPRD; dan

(3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD
bersangkutan.

Kebijakan  penganggaran  belanja  pegawai  dimaksud

memperhatikan ketentuan:

(1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji
pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas
dan tunjangan hari raya.

(2) Penganggaran  belanja  pegawai  untuk  kebutuhan
pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan
formasi pegawai Tahun 2023.

(3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan
gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan
mutasi pegawai dengan memperhitungkan accres yang

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang TA 2023 Halaman 56



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari

jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

(4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada
APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaa kerja dan
kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta
Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK
dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN
memperhatikan  kemampuan  keuangan daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(a) Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan
dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja,
tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi,
prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(b) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN
daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

(c) Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan
penghasilan  kepada pegawai ASN  dimaksud
memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan
dan kewajaran serta rasionalitas.

(d) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah
dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat
persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri
diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari
Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang
keuangan.

(e) Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah
menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi
pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan
Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam
Negeri.

(f) Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur
Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan
TPP untuk tahun anggaran 2023, dengan ketentuan:
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1) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran
sebelumnya;

ii) Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran
sebelumnya sepanjang:

(i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja
pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur
dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang diterima
pegawai ASN pada tahun anggaran 2023;

(i) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria
kondisi kerja kepada perangkat daerah yang
terkait langsung dalam upaya pencegahan dan
penanganan Covid-19, meliputi SKPD yang
melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang
melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang
melaksanakan urusan pengelolaan keuangan,
SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan
daerah, SKPD yang melaksanakan urusan
trantibumlinmas, SKPD yang melaksanakan
urusan perhubungan, dan SKPD lainnya sesuai
kebijakan kepala daerah; dan

(i) Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada
pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih
besar daripada perangkat daerah lain dan lebih
kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan
oleh kepala daerah.

iii)  Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah
melakukan  validasi  perhitungan  pemberian
tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata
cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap
tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara
di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan
Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus
Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari
APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik,
merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(8) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(9) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
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Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN

Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah
satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya.

(10) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian
sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan
waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target
kinerja kegiatan dimaksud.

(a) Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan
honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
Regional (SHSR).

(b) Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium
selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan
prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran
dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Regional.

(¢) Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN
diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan
tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya.

(11) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan
yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek
belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian
objek belanja honorarium ASN.

(12) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis
belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja
pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD,
Kepala Daerah dan DPRD.

2) Belanja Barang dan Jasa

a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan
dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran
prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

b) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja
jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang
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dan/atau  Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

Lain/Masyarakat.

c) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan
ketentuan:

(1)Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang
berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas
dipakai.

(a)  Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan
kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun
Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(b) Belanja  Barang  untuk dijual/diserahkan  kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam
pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai
dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam
rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

(c)  Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pihak  ketiga/pihak  lain  dalam  rangka
melaksanakan program, Kkegiatan dan sub kegiatan
Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala
Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dianggarkan
dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan.

(d)  Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran
berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun
atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

(2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan
pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan
memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub
kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas:
(a)  Penganggaran Jasa Kantor.

(b)  Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi.

(c)  Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran
kategori bukan skema ganda di luar cakupan layanan BPJS
yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta
dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD
yang melaksanakan urusan kesehatan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang TA 2023 Halaman 60



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(d)

(e)

®

(2

(h)

(1)

Belanja Turan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan
kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan
melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas
risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa
perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan
untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi
tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian
kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan
akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan
dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan
dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;

Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa
konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi
kontruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap
yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi
untuk konsultansi kontruksi apabila diamanatkan lain oleh
ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui
sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai
non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi
pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

(3) Belanja Pemeliharaan

(a)

(b)

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau
kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan
Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan
administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja
perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar
negeri diuraikan:Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
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(a) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(b) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut
termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan
perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.

(5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan
Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program,
kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub
kegiatan dimaksud.

3) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. Belanja Modal

1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

2) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah
sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai
dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I
Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor
17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

3) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan
Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.

4) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap
dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset
tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

5) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf ¢), juga memuat kriteria
lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara
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andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

6) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada
APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan
sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan
pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

(1) belanja modal tanah;

(2) belanja modal peralatan dan mesin;

(3) belanja modal bangunan dan gedung;

(4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
(5) belanja modal aset tetap lainnya; dan

(6) belanja aset lainnya.

7) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya
rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset,
dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi
pada masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau
peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam
belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

1) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:

a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana
alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan
sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing
Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

¢) Kiriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

2) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang
terjadi pada tahun sebelumnya.

3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19
dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan
kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Transfer

1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada
pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

2) Belanja transfer dirinci atas jenis:
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a) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang
bersumber dari:

(1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.

(2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi
pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.

(4) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi
kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu
jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi
dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan
pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah
pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam
APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Belanja Bantuan Keuangan

(1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan
serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

(a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;

(b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;

(c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di
wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

(d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya
dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau

(e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada
desa.

(3) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus.
Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya
diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa
penerima bantuan.

(4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya
diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

(5) Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi Dana Desa
(DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan
kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
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pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2023.

Adapun kebijakan umum tentang belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah
Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

2. Belanja daerah diprioritaskan untuk memberikan kecukupan terlebih dahulu
terhadap kebutuhan belanja yang bersifat fixed cost;

3. Besaran balanja kinerja dijabarkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan yang
mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang
dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018 — 2023;

4. Peningkatan efektivitas bantuan keuangan kepada desa dan kelurahan dan
bantuan sosial yang diprioritaskan untuk mendukung percepatan pembangunan
desa dan kelurahan, serta peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat;

5. Belanja daerah diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasilitas sosial dan fasilitas umum.; dan

6. Belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan
daerah.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang
merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan
yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke
arah mana pembangunan di Kabupaten Subang.

Hakikat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama
kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan
masyarakat, maka sesuai dengan kebijakan pemerintah setiap pelaksanaan
anggaran diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan real penyelenggaraan
pemerintahan sesuai potensi daerah. Belanja Daerah APBD Kabupaten Subang
Tahun Anggaran 2023 secara makro dilandasi atas pemahaman efektivitas dan
efisiensi dalam penggunaan anggaran Belanja Daerah yang disesuaikan dengan
tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan/sub kegiatan yang
dilaksanakan.

G.2.2.3 Target dan Realisasi Belanja

Dalam rangka melaksanakan kebijakan belanja daerah yang telah menjadi
kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Subang dan DPRD, maka belanja
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daerah Tahun 2023 yang semula ditargetkan sebesar Rp2.941.315.174.304,00
melalui mekanisme Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD
belanja daerah yang dilakukan setelah penetapan Peraturan Kepala daerah tentang
Perubahan APBD, belanja daerah bertambah sebesar Rp418.381.801.704,00
menjadi Rp3.359.696.976.008,00. Perubahan Target belanja tersebut terdiri atas:

Target belanja operasi sebesar Rp2.432.758.423.783,00.
Target belanja modal sebesar Rp318.491.009.687,00.
Target belanja tidak terduga sebesar Rp33.562.688.051,00.
Target belanja transfer sebesar Rp574.884.854.487,00.

Eal S

Target-target belanja daerah ini terdiri atas beberapa pos sebagaimana diuraikan
pada tabel 2.14 di bawah ini:

Tabel 2.14
Target Belanja Daerah Kabupaten Subang TA 2023

Pos Target Belanja (Rp)

Peraturan Bupati tentang

No APBD (Murni)

Belanja Daerah

(Rp)

Perubahan Penjabaran

APBD (Rp)

Belanja Operasi

2.146.716.310.335,00

2.432.758.423.783,00

Belanja Pegawai

1.505.597.707.496,00

1.406.725.228.324,00

Belanja Barang dan Jasa

575.436.363.839,00

900.114.240.659,00

Belanja Hibah

63.722.739.000,00

123.959.454.800,00

Belanja Bantuan Sosial

1.959.500.000,00

1.959.500.000,00

2 | Belanja Modal 214.398.985.447,00 318.491.009.687,00
Belanja Modal Tanah 18.264.875.000,00 18.264.875.000,00
,\Bﬂfe':irr:ja Modal Peralatan dan 32.964.498.632,00 120.576.068.392,00
Belanja Modal Gedung dan 46.108.315.209,00 75.630.079.864,00
Bangiunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan 116.520.671.709,00 93.045.731.375,00
dan Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap 533.860.311,00 10.967.490.470,00
Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya 6.764.586,00 6.764.586,00
Belanja Tidak Terduga 10.629.982.035,00 33.562.688.051,00

4 | Belanja Transfer 569.569.896.487,00 574.884.854.487,00

a. Belanja Bagi Hasil

24.843.126.287,00

24.843.126.287,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

544.726.770.200,00

550.041.728.200,00

Sumber: BKAD Kabupaten Subang, TA 2023

Porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
yaitu mencapai Rp1.094.522.218.649,00 atau 32,58% dari total belanja dalam
APBD Kabupaten Subang Tahun 2023.
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Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Subang dalam
meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Subang, mewujudkan Sumber
Daya Manusia yang berdaya saing, beriman dan bertakwa.

Pagu anggaran yang besar juga dialokasikan pada bidang kesehatan dan pekerjaan
umum sebagai bagian dari pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Subang.

Anggaran untuk menyelenggarakan urusan kesehatan yang dikelola oleh Dinas
Kesehatan mencapai Rp535.430.323.486,00 atau 15,94% dari total belanja dalam
APBD Kabupaten Subang Tahun 2023.

Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk urusan Pekerjaan Umum yang
dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2023
sebesar Rp233.926.523.255,00 atau 6,96% dari total belanja dalam APBD
Kabupaten Subang Tahun 2023.

Anggaran ini dikucurkan sebagai tuntutan atas peningkatan pelayanan infrastruktur
wilayah. Porsi terbesar juga dialokasikan Badan Keuangan dan Aset Daerah
sebagai PPKD yaitu sebesar Rp666.029.757.843,00 atau 19,82% dari total belanja
dalam APBD Kabupaten Subang Tahun 2023.

Anggaran yang telah dicantumkan dalam APBD dapat direalisasikan secara
maksimal oleh dinas, badan, kantor dan lembaga teknis daerah di Kabupaten
Subang untuk membiayai penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penyerapan anggaran pada tahun
2023 mencapai 95,97%.

APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh dinas,
badan, kantor dan lembaga teknis daerah lainnya. APBD Kabupaten Subang Tahun
Anggaran 2023 juga digunakan untuk membiayai koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan umum di 30 (tiga puluh) wilayah kerja kecamatan.

Untuk anggaran penyelenggaraan pemerintahan umum di 30 (tiga puluh) wilayah
kerja kecamatan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain tidak memiliki pagu
anggaran yang terlalu jauh berbeda kecuali Kecamatan Subang. Di antara ketiga
puluh kecamatan di Kabupaten Subang, Kecamatan Subang sebagai ibukota
kabupaten memiliki alokasi anggaran yang paling besar, hal ini relevan dengan
jumlah penduduk yang paling banyak terpusat di Kecamatan Subang, yaitu sebesar
0,76% dari total APBD Pemerintah Kabupaten Subang, sehingga memiliki beban
kerja yang lebih berat di banding kecamatan lain dalam hal pelayanan publik serta
koordinasi dalam hal ketentraman dan ketertiban.
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Permasalahan dan Solusi
1. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam aspek belanja daerah, terkait pada
permasalahan realisasi belanja yang tidak proporsional pada setiap triwulan.
Hal tersebut menyebabkan terjadi penumpukan belanja di triwulan I'V.

Permasalahan-permasalahan lain yang terjadi pada aspek belanja pada
umumnya bersifat teknis, yaitu permasalahan dalam penyelesaian dokumen-
dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang juga menjadi penyebab
penundaan pelaksanaan teknis pencarian dana.

Permasalahan lainnya yang sering terjadi berkaitan dengan perencanaan atas
belanja daerah serta realisasi belanjanya. Rincian objek belanja yang sudah
direncanakan tidak sesuai dengan kebutuhan pada saat realisasi belanja. Hal
tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan anggaran tahun
selanjutnya.

2. Solusi

Salah satu solusi yang dapat dilakukan dari permasalahan-permasalahan yang
terjadi melalui optimalisasi perencanaan anggaran terutama yang berkaitan
dengan belanja daerah, serta realisasinya. Hal lain yang dapat dijadikan solusi
adalah dengan terus-menerus mengupayakan peningkatan keahlian dan
kemampuan SDM para pengelola keuangan melalui bimbingan teknis (bimtek)
ataupun pendidikan dan latihan (diklat) pengelolaan keuangan daerah terutama
di kalangan para pengelola keuangan SKPD terutama pada SKPD Kecamatan.

G.2.2.4. Pembiayaan Daerah
1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih
besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.
Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan
pembangunan daerah yang makin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah
terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan
Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
(SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah, dan penerimaan piutang. Penerimaan pembiayaan Tahun
Anggaran 2023 adalah bersumber dari SILPA tahun lalu.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik
pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,
mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dan
pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2023
adalah bersumber dari Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal
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Daerah. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
pembiayaan disebut sebagai pembiayaan neto. Jumlah pembiayaan neto harus
dapat menutup defisit APBD.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka kebijakan umum pembiayaan dibagi
menjadi dua yaitu kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan kebijakan
Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan antara lain:

1. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari
penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang APBD.

2. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

a. SiLPA;

b. Pencairan Dana Cadangan;

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan

d. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan antara lain:

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk
pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang APBD.

2. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

b. Penyertaan Modal Daerah;

c. Pembentukan Dana Cadangan; dan

d. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan kebijakan umum pembiayaan di atas, maka pada Tahun Anggaran
2023 ditargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp30.131.548.427,00 dari
target yang direncanakan dan terealisasi sebesar Rp30.131.548.427,00 atau
tercapai 100,00% (belum dilakukan audit BPK-RI). Sedangkan pengeluaran
pembiayaan ditargetkan sebesar Rp37.291.000.000,00 dan dapat terealisasi
sebesar Rp7.291.000.000,00 atau 19,55% dari target yang ditetapkan.
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G.3.1.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam
menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah meliputi aktivitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan
daerah menjadi sorotan utama sehingga dibutuhkan akuntabilitas publik yang
bersifat terbuka dan transparan.Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk
mengikuti perkembangan yang terjadi pada lingkup pengelolaan keuangan daerah.

Perkembangan yang terjadi pada pengelolaan keuangan daerah biasanya disebabkan
oleh perubahan regulasi atas pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut
dituangkan dalam program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan
menjadi Prioritas dalam Pembangunan Daerah. Di samping itu Pengelolaan
keuangan daerah selalu disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum maupun
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Subang yang telah disepakati dan
ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai
sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi,
efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten
Subang harus memiliki sinergi serta sinkronisasi baik antar kegiatan dalam Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun antar SKPD serta lebih jauhnya dengan
program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut direalisasikan
melalui proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta dijabarkan kembali
pada Rencana Kerja (Renja) yang secara hierarki saling terkait dari mulai Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi sampai
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Subang, sebagai langkah awal dalam usaha mewujudkan sinergitas serta
keterpaduan program Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan tersebut terangkum dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) memuat
kebijakan anggaran dan gambaran kondisi keuangan daerah Kabupaten Subang
dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang
disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (R-ABPD).
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Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengelolaan keuangan
daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah. Selain itu juga terdapat beberapa peraturan perundang-
undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Subang
Tahun 2022, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara teknis mengacu kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka sumber-sumber
keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. PAD
bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan
potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai
perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Transfer terdiri atas transfer pemerintah
pusat dan transfer antardaerah. Transfer pemerintah pusat merupakan pendanaan
daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Perimbangan (Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana
Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa.
Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai
kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan
pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan
pendanaan pemerintahan antardaerah. Sedangkan transfer antardaerah terdiri atas
bagi hasil dan bantuan keuangan. Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri atas Hibah,
Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). APBD merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang
menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut
dalam kurun waktu satu tahun.APBD juga merupakan instrumen dalam rangka
mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan
bernegara.

G.3.1.1. Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada Tahun Anggaran
2023 adalah sebesar Rp3.366.856.427.581,00. Dan realisasinya sebesar
Rp3.287.674.660.769,00 atau mencapai 97,65%. Secara lengkap rincian pendapatan
Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
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a. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp640.352.764.579,00 realisasinya
sebesar Rp594.665.800.316,00 atau 92,87%.

b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun
2022  sebesar Rp494.978.619.673,00 mengalami  kenaikan  sebesar
Rp99.687.180.643,00 atau 20,14%.

c. Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.701.900.363.002,00 realisasinya
sebesar Rp2.653.803.784.807,00 atau 98,22%.

d. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022
sebesar Rp2.559.387.899.206,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp94.415.885.601,00 atau 3,68%.

e. Lain-Lain Pendapatan yang Sah dianggarkan sebesar Rp24.603.300.000,00
realisasinya sebesar Rp39.205.075.646,00 atau 159,35%.

f. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2023 dibandingkan dengan tahun
2023  sebesar Rp45.244.283.481,00 mengalami  penurunan  sebesar
Rp6.039.207.835,00 atau -13,35%.

G.3.1.2. Belanja Daerah

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Subang pada Tahun 2023, belanja
ditargetkan sebesar Rp3.359.696.976.008,00 terealisasi
sebesarRp3.224.405.752.327,00 atau mencapai 95,97%. Secara lengkap rincian
belanja Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.432.758.423.783,00 realisasinya
sebesar Rp2.338.963.844.370,00 atau 96,14%. Realisasi belanja operasi tahun
2023 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022  sebesar
Rp2.264.719.821.082,00 mengalami kenaikan sebesar Rp74.244.023.288,00
atau 3,28%.

b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp318.491.009.687,00 realisasinya sebesar
Rp309.075.257.522,00 atau 97,04%. Realisasi belanja modal tahun 2023 bila
dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp372.843.801.567,00
mengalami penurunan sebesar Rp63.768.544.045,00 atau 17,10%.

c. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp33.562.688.051,00 realisasinya
sebesar Rp7.077.731.348,00 atau 21,09%. Realisasi Belanja tak terduga tahun
2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp844.814.300,00
mengalami kenaikan sebesar Rp6.232.917.048,00 atau 737,79%.

d. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp574.884.854.487,00 realisasinya
sebesar Rp569.288.919.087,00 atau 99,03%. Realisasi belanja transfer tahun
2023 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022  sebesar
Rp531.744.677.487,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.123.878.341,00 atau
1,71%.
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G.3.1.3. Pembiayaan Daerah

G.3.2.

Untuk penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 dari anggaran sebesar
Rp30.131.548.427,00 realisasinya sebesar Rp30.131.548.427,00 atau 100,00%.
Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 ini merupakan penggunaan SiLPA
Tahun Anggaran 2022. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan
daerah tahun 2022 sebesar Rp107.673.860.503,00 maka terjadi penurunan sebesar
Rp77.542.312.076,00 atau 72,02%.

Untuk pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 dari anggaran sebesar
Rp37.291.000.000,00 realisasinya sebesar Rp7.291.000.000,00 atau 19,55%.
Pengeluaran pembiayaan ini merupakan penyertaan modal pemerintah daerah
kepada BUMD. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar
Rp7.000.000.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp77.833.312.076,00 atau
77,31%.

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Sebagai komponen dalam penganggaran, pendapatan asli daerah merupakan salah
satu unsur penting yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan pemerintah yang
dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kemampuan daerah khususnya
Pendapatan Asli Daerah.

Hambatan dan kendala yang muncul dalam pencapaian target pendapatan asli daerah
yang telah ditetapkan dilihat dari internal dan eksternal yang memengaruhi adalah:

1. Internal:

a. Kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan pendataan subjek dan
objek pajak masih terbatas;

b. Sarana dan prasarana penagihan kepada wajib pajak dan retribusi belum
memadai;

c. Satuan Pengawas Internal Pemerintah (SPIP) belum berjalan efektif.
2. Eksternal :
a. Lambatnya perkembangan update data wajib pajak;

b. Rendahnya tingkat kesadaran dan kejujuran wajib pajak/calon wajib pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (mendaftarkan diri jadi wajib
pajak, menyampaikan SPTPD dan membayar pajak terhitung).

Dari kondisi tersebut di atas dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah
maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :
1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis;

2. Peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah pada lembaga pengelolaan
pendapatan dengan penataan admnistrasidan pemanfaatan sistem laporan
manajemen;
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3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendapatan daerah;

4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan bawahan (camat, lurah dan
kepala Desa);

5. Meningkatkan monitoring, pengendalian dan evaluasi; dan

6. Memberikan insentif/stimulus pajak daerah.
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

G.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan untuk laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten
Subang secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang ini disusun
berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang sebagai entitas akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang dan Peraturan Bupati
Subang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan
Kabupaten Subang terdapat perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dan
sebagaimana diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, bahwa urusan Pemerintahan dibagi kedalam Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selengkapnya Satuan Kerja Perangka Daerah
sebagai entitas akuntansi di Kabupaten Subang untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib

a. Dengan Pelayanan Dasar terdiri dari :

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

2) Dinas Kesehatan;

3) Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang;

4) Dinas Perumahan dan Permukiman;

5) Dinas Sosial;

6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan

8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari :
1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

3) Dinas Ketahanan Pangan;

4) Dinas Lingkungan Hidup;

5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

7) Dinas Perhubungan;

8) Dinas Komunikasi dan Informatika;

9) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;

10) Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu;

11) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; dan

12) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
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2. Urusan Pemerintahan Pilihan
1) Dinas Pertanian;
2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;dan
3) Dinas Perikanan.

Selanjutnya menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah bahwa selain Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk
sesuai urusan pemerintahan, juga didukung oleh Perangkat Daerah lainnya yang di
Kabupaten Subang terdiri dari :

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Inspektorat Daerah;

Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Pendapatan Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Serta 30 (tiga puluh) Kecamatan;dan

Serta dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

NI AL =

G.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Subang menggunakan 2 (dua) basis akuntansi yaitu :

1. Akuntansi berbasis Kas digunakan untuk :
a. Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya;dan

c. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta
saldo kas pada tanggal pelaporan.

2. Akuntansi berbasis Akrual digunakan untuk :

a. Neraca yaitu menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada periode tertentu;

b. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitasdan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten
untuk  kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode
pelaporan;dan

c. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Catatan atas
Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang
tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan
Arus Kas.
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G.4.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Keuangan
Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:
A. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur
sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA;
Definisi Pendapatan - LRA

Pendapatan - LRA Pemerintah Kabupaten Subang adalah penerimaan Bendahara
Umum Daerah Kabupaten Subang yang menambah saldo anggaran lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. Belanja;
Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi Belanja

1. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

a Klasifikasi belanja menurut ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja
berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

b, Klasifikasi belanja menurut organisasi, yaitu mengelompokkan belanja
berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Pengguna Anggaran.

¢ Kilasifikasi belanja menurut fungsi, yaitu mengelompokkan belanja
berdasarkan fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi fungsi yaitu:

1) Pelayanan Umum;
2) Ketertiban dan Keamanan;
3) Ekonomi;
4) Perlindungan Lingkungan Hidup;
5) Perumahan dan Permukiman;
6) Kesehatan;
7) Pariwisata dan Budaya;
8) Pendidikan;dan
9) Perlindungan Sosial.
2. Contoh Kklasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai
berikut:

a Belanja Operasi:

1) Belanja Pegawai;

2) Belanja Barang/Jasa;
3) Bunga;

4) Subsidi;
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5) Hibah;dan

6) Bantuan Sosial.
b Belanja Modal:

1) Belanja Aset Tetap;dan

2) Belanja Aset Lainnya.
¢ Belanja Tak Terduga
d Transfer

3. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan

anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh
karena itu, program dan kegiatan SKPD/UKPD diarahkan untuk mencapai
hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja
pemerintah daerah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan
kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan, dan rincian
kegiatan merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan
konseptual. Adapun hubungan antara fungsi, program, kegiatan, dan rincian
kegiatan adalah sebagai berikut:

a  Fungsi, adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sub
fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi dan
penggunaan fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing OPD.

b. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi
yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi OPD yang
bersangkutan. Dengan demikian, rumusan program secara jelas
menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan
memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya
pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program dilaksanakan
berdasarkan kerangka acuan yang menjelaskan antara lain pendekatan
dan metodologi pelaksanaan, menguraikan secara ringkas berbagai
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi
program yang bersangkutan, indikator-indikator keberhasilan program,
serta penanggungjawabnya.

¢ Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa
atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

d Rincian kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha
pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dirinci
ke dalam 2 (dua) atau lebih rincian kegiatan, karena kegiatan tersebut
mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu
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sama lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rincian kegiatan
yang satu dapat dipisahkan dengan rincian kegiatan lainnya berdasarkan
perbedaan keluaran. Kegiatan/rincian kegiatan dengan jelas
menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki
sasaran keluaran yang jelas dan terukur, untuk mendukung upaya
pencapaian sasaran program yang besangkutan.
4. Klasifikasi belanja disesuaikan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai
pengelolaan keuangan daerah.

3. Pembiayaan
Definisi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,
yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal
dari pinjaman, dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan
untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas
lain dan penyertaan modal.

Klasifikasi Pembiayaan
Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan :
a. Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari :
1) Penggunaan SiLPA;
2) Pencairan Dana Cadangan;
3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
5) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah; dan
6) Penerimaan Kembali Dana Bergulir.
b. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari :
1) Pembentukkan Dana Cadangan;
2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
3) Pembayaran Pokok Utang;
4) Pemberiaan Pinjaman Daerah; dan
5) Pemberiaan Dana Bergulir.
Akuntansi Pembiayaan Neto

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah
dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

2. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama
satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
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Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa)

1. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan
pengeluaran selama satu periode pelaporan.

2. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan
dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan

ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode
sebelumnya pos-pos berikut:

Saldo Anggaran Lebih awal;

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
Lain-lain; dan

Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Sk W=

C. Laporan Operasional (LO);

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam
pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO
Definisi Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Subang yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang dihasilkan
dari transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa.

Klasifikasi Pendapatan-LO
Pendapatan Pemerintah Daerah-LO dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan-LO 1. | Pendapatan Asli a. | Pendapatan Pajak Daerah-LO
Daerah-LO b. | Pendapatan Retribusi Daerah-
LO

c. | Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-LO

d. | Lain-lain PAD yang Sah-LO

2. | Pendapatan Transfer- | a. | Pendapatan Transfer

LO Pemerintah Pusat-LO

b. | Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat Lainnya-LO
c. | Pendapatan Transfer

Pemerintah Daerah Lainnya-LO
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Bantuan Keuangan-LO
Pendapatan Hibah-LO

Dana Darurat-LO

Pendapatan Lainnya-LO

4. | Surplus Non Surplus Penjualan Aset Non
Operasional-LO Lancar-LO

b. | Surplus Penyelesaian
Kewajiban Jangka Panjang-LO
c. | Surplus dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya-LO

5. | Pendapatan Luar a. | Pendapatan Luar Biasa-LO
Biasa-LO

1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

3. | Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah-LO

plo oo A

Pendapatan Pajak-LO adalah hak pemerintah daerah yang berasal dari
pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pajak
Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, pada dasarnya merupakan kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah-LO, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti Bagian
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD atau BUMN atau Perusahaan Milik
Swasta.

4. Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO adalah pendapatan-pendapatan yang tidak
termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan kelompok
pendapatan yang tidak termasuk kategori pendapatan sebelumnya.

Lain-lain PAD yang sah meliputi antara lain jasa giro, bunga deposito, tuntutan
ganti rugi kerugian daerah, komisi, potongan, dan selisih nilai tukar rupiah,
denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi,
hasil eksekusi jaminan, dari pengembalian, dari penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan, dari angsuran/ cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan
daerah, BLUD dan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. PAD
lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan, antara lain:

a Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
b. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan;
¢.  Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
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d  Hasil Kerja sama Daerah;

e Jasa Giro;

f  Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;

g  Pendapatan Bunga;

h.  Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;

1.  Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;

J Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata
Uang Asing;
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan;

L Pendapatan Denda Pajak Daerah;

m. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;

n.  Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;

0. Pendapatan dari Pengembalian;

p. Pendapatan BLUD;

g Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan; dan

r.  Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP.
5. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak
untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain
yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Transfer antar pemerintahan dalam rangka perimbangan keuangan, baik
perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar
pemerintahan. Transfer ini berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah
Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah Daerah.

6. Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah
ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat,
pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok, masyarakat,
lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang
tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi
hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah.

7. Surplus Non Operasional-LO

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non
Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan
Non Operasional Lainnya.
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8. Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena
kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan
sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas
bersangkutan.

b. Beban
Definisi Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.

D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Tujuan Kebijakan Akuntansi pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah mengatur
perlakuan akuntansi yang dipilih dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas untuk
pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk
setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporanyang memperoleh anggaran berdasarkan
APBD, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tidak termasuk perusahaan
daerah.

Unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang-
kurangnya adalah:

1. Ekuitas awal,

2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan ;

3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain
berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan
akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

a. Periode sebelumnya; dan
b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4. Ekuitas akhir.

E. Neraca;

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi atau entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Entitas akuntansi
dan entitas pelaporan mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang.

Unsur neraca terdiri :

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
kabupaten sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial pada masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
Kabupaten maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
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masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah
dan budaya;

2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
kabupaten; dan

3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban pemerintah Kabupaten pada tanggal pelaporan Saldo ekuitas di
Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
1. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari atas:

a. Kas di Kas Daerah;

b. Kas di Bendahara Penerimaan;

¢. Kas di Bendahara Pengeluaran;

d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

e. Kas di Bendahara FKTP; dan

f. Kas Dana BOS.

Setara kas terdiri dari :

a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga)

bulan.

2. Piutang;

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten
Subang dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Subang yang dapat dinilai dengan
uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai
berikut:

a. Kualitas Piutang Lancar;

b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;

c. Kualitas Piutang Diragukan; dan

d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut
pajak yang terdiri dari:

a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
1) Piutang belum jatuh tempo; dan/atau
2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
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4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang sampai dengan 1 tahun/12 bulan; dan/atau
2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
1) Umur piutang lebih dari 1 tahun/12 bulan sampai dengan 3 tahun/36 bulan;
dan/atau
2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang di atas 3 tahun/ 36 bulan; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala
Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
1) Piutang belum jatuh tempo; dan/atau
2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang sampai dengan 1 tahun/12 bulan; dan/atau
2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
1) Umur piutang lebih dari 1 tahun/12 bulan sampai dengan 3 tahun/36 bulan;
dan/atau
2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang di atas 3 tahun/ 36 bulan; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat
dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
a. Kualitas Lancar, jika piutang belum jatuh tempo;
b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang sampai dengan sampai dengan 1
tahun/ 12 bulan;
c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 1 tahun/12 bulan sampai
dengan 3 tahun/ 36 bulan; dan
d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun/36 bulan.
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Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi,

dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal
jatuh tempo yang ditetapkan;

b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi,
dilakukan dengan ketentuan:

No Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih
A | Lancar 0,5%
B | Kurang Lancar 10%
C | Diragukan 50%
D | Macet 100%

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
a. Kualitas Lancar sebesar 0,5 %,
b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang lancar
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
dan
d. Kualitas Macet sebesar 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan
kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada).
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
a. Kualitas Lancar sebesar 0,5 %,
b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang lancar
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
dan
d. Kualitas Macet sebesar 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan
kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada).
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi,
ditetapkan sebesar:
a. 0,5 % dari Piutang dengan kualitas lancar;
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6.

b. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi
dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan
nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode
pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai
penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu
dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CalLK, namun bila
kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai
penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya
disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas
piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan
pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih
antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

3. Persediaan;

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten
Subang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa :

a.

b.
c.

d.

Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan
operasional Pemerintah Kabupaten Subang;

Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat; dan

Barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari :

a.
b.
c.

Barang Pakai Habis;
Barang Tak Pakai Habis; dan
Barang Bekas Dipakai.

Beban Persediaan

1.
2.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (used of goods).
Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan

Operasional.
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3.

Persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan
dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal
persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan
saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian
yang digunakan.

4. Investasi;

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi
seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Klasifikasi Investasi

1.

Investasi Pemerintah Daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan

investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset

lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non
lancar.

Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial pada

masa yang akan datang atas suatu investasi yang diperoleh pemerintah dalam

jangka waktu lebih atau sama dengan 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua
belas) bulan tergolong sebagai investasi jangka pendek.

Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial pada

masa yang akan datang atas suatu investasi yang diperoleh pemerintah dalam

jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan tergolong sebagai investasi
jangka panjang.

Investasi jangka pendek memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;

b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya
Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul
kebutuhan kas; dan

c. Berisiko rendah.

Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga

yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh

fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka
pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka
pendek antara lain:

a. Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka
mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga
untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;

b. Surat berharga yang dibeli oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga
hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian
surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri
maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah;
atau

c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi
kebutuhan kas jangka pendek.
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6. Investasi jangka pendek terdiri dari:

a. Investasi dalam saham,;

Investasi dalam deposito;

Investasi dalam SUN;

Investasi dalam SBI;

Investasi dalam SPN;

Investasi jangka pendek BLUD; dan
g. Investasi jangka pendek lainnya.

7. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dikategorikan
sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang
dari 3 (tiga) bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

8. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu
permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan
investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

9. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
terusmenerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang
berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak
dimiliki terusmenerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik
kembali.

10. Investasi jangka panjang terdiri dari:

a. Investasi jangka panjang non permanen, antara lain:

1) Investasi jangka panjang kepada entitas lainnya;
2) Investasi dalam obligasi;

3) Investasi dalam proyek pembangunan;

4) Dana bergulir;

5) Deposito jangka panjang; dan

6) Investasi non permanen lainnya.

b. Investasi jangka panjang permanen, merupakan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Milik
Swasta.

c. Investasi permanen lainnya.

11. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi
yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan
dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau
menjaga hubungan kelembagaaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan
internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;

b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk
menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.

12. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:

a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah
Daerah;

mo a0 o
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b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan
kepada pihak ketiga;

c. Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan
masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok
masyarakat; dan

d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk
dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan
modal yang dimaksudkan untuk  penyehatan/penyelamatan
perekonomian.

13. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham)
pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal
bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

14. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa
dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli
oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan
yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti
yang tidak tercakup dalam penyertaan ini.

Metode Penilaian Investasi

1. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu, metode
biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
2. Investasi jangka panjang permanen dinilai dengan dua metode, yaitu:
a. Metode Biaya; dan
Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan
pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak
memiliki pengaruh signifikan. Pada metode biaya, investasi dicatat
sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan
selanjutnya.
b. Metode Ekuitas;
Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan
lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau
kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham
bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode
penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh
(the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan yang
menerima investasi (investee). Ciri-ciri adanya pengaruh atau
pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

1) Kemampuan memengaruhi komposisi dewan komisaris;

2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi
perusahaan investee; dan

4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/
pertemuan dewan direksi.

Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan,
ditambah (dikurang) bagian laba (rugi) dan komponen ekuitas lainnya
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yang tersaji dalam laporan keuangan investee setelah tanggal perolehan,
dan dikurang dividen tunai yang diterima oleh pemerintah sebagai hasil
investasi. Dividen yang diterima dalam bentuk saham tidak memengaruhi
pencatatan nilai investasi.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah
porsi kepemilikan nilai investasi pemerintah, misalnya ada perubahan
yang timbul akibat pengaruh valuta asing, perjanjian antara pemerintah
dengan BUMD serta revaluasi aset tetap.

3. Investasi jangka panjang nonpermanen dinilai dengan dua metode, yaitu:
a. Metode Biaya;
Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada
saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan
meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang
timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Metode biaya
diterapkan untuk:

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk saham, deposito, Surat Utang
Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), SPN, dan investasi
jangka pendek lainnya.

2) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk obligasi proyek
pembangunan, surat utang jangka panjang, deposito jangka panjang,
maupun investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk
lainnya yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.

b. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value);
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi
nonpermanen berupa dana bergulir. Secara periodik, harus dilakukan
penyesuaian terhadap investasi nonpermanen sehingga nilai investasi
yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Nilai yang dapat direalisasikan ini
dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan
jatuh temponya (aging schedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut,
akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terealisasi,
investasi yang diragukan dapat tertagih/terealisasi, dan investasi yang
dapat tertagih/terealisasi.

Pengukuran investasi non permanen di neraca berdasarkan nilai yang
dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan nilai investasi
nonpermanen diragukan tertagih/terealisasikan dari nilai investasi
nonpermanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi
nonpermanen dapat dihapuskan jika investasi nonpermanen tersebut
benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya
mengikuti ketentuan yang berlaku.
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5. Aset Tetap;

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Subang atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka
Pemerintah Kabupaten Subang harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya
meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai
wajarimbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau
konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk
dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau
pelayanan publik; atau

b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk
aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat
suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.Nilai tercatat adalah nilai buku
aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi
akumulasi penyusutan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian
kewajiban antara yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan (Depreciable Assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang
milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna
dan berhasil guna. Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi
aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan
adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik pada masa yang akan datang dalam
bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar
kinerja.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam
aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang dimiliki atau
diperoleh dengan maksud untuk  dipakai dalam kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam aset tetap
tanah adalah tanah yang digunakan untuk bangunan,jalan,irigasi,dan jaringan.

b) Peralatan dan mesin mencakup mesin  alat-alat berat, kendaraan
bermotor/alat angkutan,alat bengkel dan alat-alat ukur, alat studio dan
komunikasi/alat elektronik,alat pertanian/peternakan,alat kedokteran dan kesehatan,
alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor,dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan danmasa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam aset tetap peralatan dan mesin adalah
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jaringan dan software yang tak terpisahkan dari komputer induknya dalam suatu
instalasi (misalnya LAN, Wifi).

¢) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan
monumenyang diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam
kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk
dalam aset tetap gedung dan bangunan adalah instalasi listrik dan jaringan dalam
bangunan, taman, rambu-rambu, jalan, lahan parkir, pagar dan kerangka besi untuk
spanduk yang merupakan bagian dari gedung atau bangunan.

d) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi,
instalasi dan  jaringan yang dibangun serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang diperoleh untuk
pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan tidak termasuk dalam aset tetap jalan,
irigasi,dan jaringan.

e) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan
perpustakaan, barang Dbercorak keseniaan/kebudayaan, hewan/ternak dan
tumbuhan,serta aset tetap renovasi.

f) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
Pernyataan  kebijakan akuntansi mengenai konstruksi dalam pengerjaan
mengatursecara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk
rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola
maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam
kebijakan ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada pernyataan kebijakan
akuntans imengenai konstruksi dalam pengerjaan.

Komponen Biaya Aset Tetap

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk
bea impor dan setiap  biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan.Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
adalah:

a. biaya perencanaan;

b. biaya lelang;

c. biaya kepanitiaan;

d. biaya persiapantempat;

e. biaya pengiriman awal (initialdelivery) dan biaya simpan dan bongkar muat
(handlingcost);

f.  biaya pemasangan (instalationcost);

g. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;dan

h. biaya konstruksi.
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Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya
yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran,
penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai
tanah juga meliputi nilai bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika
bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah
dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai
siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai
peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap
pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk
biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan
jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan
biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen
biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada
biaya perolehan aset atau membawa aset kekondisi kerjanya. Demikian pula biaya
permulaan (start-up cost) dan praproduksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu
aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset kekondisi kerjanya.

6. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri
atas:

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan asset pemerintah daerah
secara langsung kepada pegawai Pemerintah Daerah / Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah
dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita
acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah
dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah / Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ke
kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
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b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap
bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita
oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian
dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai
nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang
telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai
negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian
yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung
dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau
kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJIM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh
pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua atau lebih yang mempunyai komitmen untuk
melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan /atau
hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa :

1) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan
aset pemerintah daerah oleh ketiga/investor, dengan cara ketiga/investor tersebut
mendirikan  bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta
mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian
menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada
pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktuyang disepakati (masa
konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-
masing. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintahkepada
ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset
yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset
Tetap.

2) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh
ketiga/investor, dengan cara  ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan
dan/atausarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun
tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan
pembangunan aset tersebut oleh ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu
tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai
perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset
tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh ketiga/investor sesuai
dengan perjanjian kerja sama.

3) Kerja Sama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang
menyediakan aset daerah dengan ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya
kedua belah secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan
proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya. Pengakuan dan penilaian
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berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai
dibangun.

d. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau
jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Contoh aset tak berwujud: hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan
pengembangan. Asettidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat
dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi :

1) Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun;

2) Lisensi dan franchise adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada
pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu syarat
tertentu;

3) Hak cipta (copyright), adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu
dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan;

4) Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor
(penemu) atas hasil invens (temuan) dibidang teknologi, yang untuk selama waktu
tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya
kepada pihak lain untuk melaksanakannya; dan

5) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu
kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial pada
masa yang akan datang yang dapat diidentifikasikan sebagai aset. Apabila hasil
kajian tidak dapat diidentifikasikan dan tidak memberikan manfaat ekonomis
dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

e. Aset Lain-lain

Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan
Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Ketiga. Contoh dari aset
lainnya adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten
Subang, misalnya aset tetap yang telah rusak berat yang tidak dapat dioperasikan lagi
sebelum dikeluarkannya ketetapan penghapusan.

7. Perjanjian konsesi jasa
Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra di
mana:
a. mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama
pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
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b. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa
perjanjian konsesi jasa.
Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa
yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian
asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama
pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset
yang:
a. disediakan oleh mitra, yang:
1) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
2)  merupakan aset yang dimiliki oleh mitra.
b. disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Kebijakan umum akuntansi perjanjian konsesi jasa ini digunakan oleh entitas akuntansi
pemerintah daerah yang secara unit organisasi memperoleh penugasan menatausahakan
transaksi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa, di mana pihak pertama sebagai pemberi
konsesi dalam perjanjian adalah entitas pemerintah dalam unit organisasi dimaksud.
Perikatan dalam perjanjian konsesi jasa dimaksud melibatkan mitra untuk menyediakan
jasa pelayanan publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama PJPK.

Definisi dan ruang lingkup perjanjian konsesi jasa yang dimaksud dalam kebijakan umum
akuntansi ini, bahwa suatu perjanjian memuat fitur umum sebagai berikut:

a. Pemberi konsesi adalah entitas pemerintah;

b. Mitra bertanggung jawab untuk setidaknya beberapa pengelolaan aset konsesi jasa dan
penyediaan jasa pelayanan publik terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas
nama pemberi konsesi;

c. Pemerintah mengendalikan atau meregulasi jasa pelayanan publik yang harus
diberikan oleh mitra dengan menggunakan aset konsesi jasa, kepada siapa jasa harus
diberikan, dan berapa harga/tarifnya;

d. Mitra wajib menyerahkan aset konsesi jasa menjadi barang milik negara kepada
pemberi konsesi dalam kondisi tertentu pada akhir periode perjanjian, baik dengan
disertai sedikit atau tanpa pembayaran imbalan tambahan, terlepas dari pihak mana
yang awalnya membiayainya; dan

e. Perjanjian dimaksud diatur dalam suatu perjanjian mengikat yang menetapkan standar
kinerja, mekanisme penyesuaian tarif, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan.

8. Properti investasi
Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk
meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam
produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
b. dijual dan/ atau dtserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
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Identifikasi karakteristik suatu BMD yang memenuhi Kkriteria properti investasi

Untuk menentukan apakah suatu BMD berupa tanah dan/atau gedung dan bangunan
memenuhi karakteristik properti investasi, dapat dilakukan pengujian karakteristik
kondisinya memenuhi hal-hal sebagai berikut :

a. BMD tanah yang tujuan dalam jangka panjang (lebih dari 12 bulan sejak dari tanggal
Neraca periode pelaporan) untuk memperoleh kenaikan nilai, dan bukan untuk dijual
dan/atau diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas
pemerintah yang lain (antar entitas pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah)
dalam jangka pendek (dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan).
Tujuan ini dapat berdasarkan kepada dokumentasi formal penatausahaan BMD, asersi
manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan. Tanah dengan
tujuan untuk dijual dan/atau diserahkan dengan melepas status kepemilikan BMD
kepada masyarakat, dicatat dan disajikan sebagai pos persediaan di Neraca. Tanah
dengan tujuan diserahkan tanpa melepas status kepemilikan BMD untuk pelayanan
kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar entitas pemerintah
pusat dan/atau pemerintah daerah), dicatat dan disajikan sebagai pos aset tetap di
Neraca.

b. BMD tanah namun belum ditentukan penggunaannya pada masa depan. Terhadap
kondisi BMD berupa tanah (dan/atau kemungkinan ada bangunan di atasnya) yang
tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit SKPD; atau
BMD dalam penguasaan pengguna barang yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan
tugas dan fungsi unit SKPD (BMD Idle) sesuai dengan kebijakan pengelolaan BMD,
maka pengguna barang (SKPD) wajib menyerahkan BMD idle dimaksud kepada
pengelola barang (Sekretaris Daerah).

Identifikasi BMD yang terindikasi idle dalam hubungannya dengan kebijakan
akuntansi properti investasi sebagai berikut :

1) Tanah dan/atau bangunan yang terindikasi BMD idle di SKPD yang tidak
dimaksudkan untuk dilakukan pemanfaatan, tidak diakui sebagai properti
investasi. BMD ini dicatat dan disajikan sebagai aset tetap yang tidak digunakan
dalam operasional pemerintahan pada pos aset lainnya di Neraca.

2) SKPD yang mempunyai kondisi BMD idle sebagaimana dimaksud angka 1
melakukan proses penyerahan BMD kepada pengelola barang.

3) BMD idle sebagaimana dimaksud angka 1 yang telah diserahkan pada pengelola
barang dilakukan analisis pengambilan keputusan optimalisasi BMD sebagai
berikut:

(a) BMD idle yang masih dalam proses analisis kebijakan optimalisasi BMD
dicatat dan disajikan sebagai aset tetap yang tidak digunakan dalam
operasional pemerintahan pada pos aset lainnya di Neraca.

(b) Jika keputusan BMD idle dapat memenuhi kebutuhan SKPD lain, maka
dilakukan penetapan status penggunaannya ke SKPD tersebut, dan segera
proses transfer BMD aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional
pemerintahan dari pengelola barang ke pengguna barang pada saat serah
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terima di SKPD bersangkutan serta reklasifikasi dari pos aset lainnya
menjadi aset tetap di SKPD bersangkutan.

(c) Jika keputusan BMD idle tidak dapat memenuhi kebutuhan SKPD lain,
maka dilakukan analisis kebijakan BMD untuk dapat dilakukan skema
pemanfaatan BMD. Jika keputusan analisis kebijakan BMD adalah
pemanfaatan BMD pada Pengelola Barang, maka dicatat sebagai properti
investasi. Namun apabila keputusan analisis kebijakan BMD tidak dapat
dilakukan pemanfaatan BMD, maka dapat dilakukan mekanisme
pengelolaan BMD lain yang dimungkinkan.

c. BMD gedung dan bangunan yang disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih

sewa operasi secara komersial sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang
dipersamakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6
tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dalam hal ini BMD gedung dan bangunan yang disewakan kepada pihak lain secara
komersial tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pemerintah, tidak
dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang
atau jasa atau untuk tujuan administratif. Perhitungan tarif sewa didasarkan pada
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d. BMD gedung dan bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan
kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi secara komersial sesuai dengan
dokumentasi formal penatausahaan BMD, asersi manajemen atau informasi yang
dipersamakan, khususnya atas BMD yang berada pada Satuan Kerja yang mempunyai
tugas dan fungsi sebagai pengelola BMD, sedangkan atas satuan kerja yang lain
dengan mengacu kepada ketentuan terkait BMD idle.

e. BMD dalam proses pembangunan atau pengembangan yang pada masa depan

digunakan sebagai properti investasi berdasarkan dokumentasi formal BMD, asersi
manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.
Proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai
properti investasi hanya dimungkinkan untuk dilakukan oleh SKPD yang mempunyai
tugas dan fungsi dalam pengelolaan aset properti. Hal ini sehubungan substansi
pengadaan BMD secara umum yang dilakukan oleh SKPD tujuan alaminya berkaitan
dengan tugas dan fungsi SKPD.

Suatu BMD yang dicatat sebagai tanah dan/atau gedung dan bangunan tidak memenuhi

kriteria properti investasi memperhatikan karakteristik kondisinya memenuhi hal-hal
sebagai berikut:

a. BMD properti yang memenuhi definisi properti yang digunakan sendiri yaitu properti
yang dikuasai untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum tanpa
melepas status kepemilikan BMD (misalnya fasilitas umum dan fasilitas sosial), dalam
produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. BMD
properti ini dicatat dan disajikan sebagai aset tetap di Neraca.

b. BMD properti dengan tujuan untuk dijual dan/atau diserahkan dengan melepas status
kepemilikan BMD kepada masyarakat dan/atau pemerintah daerah, dicatat dan
disajikan sebagai pos persediaan di Neraca berdasarkan dokumentasi formal BMD,
asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.

c. BMD properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan
berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.
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d. BMD properti yang dimiliki untuk tujuan sosial dan/atau berhubungan tugas dan
fungsi SKPD yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar,
misalnya pemerintah memiliki unit perumahan atau apartemen yang disediakan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar
atau tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang
pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Dalam hal ini, identifikasi tunggal
terhadap BMD properti dengan tarif sewa di bawah harga pasar menjadikan BMD
properti tersebut tidak memenuhi kriteria properti investasi. BMD properti ini dicatat
dan disajikan sebagai pos aset tetap di Neraca berdasarkan dokumentasi
penatausahaan BMD, asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang
dipersamakan.

e. BMD properti yang dimiliki untuk tujuan strategis, mempunyai karakter khusus, dan
aset yang diamanatkan dalam perundangan sebagai aset yang menguasai hajat hidup
orang banyak, dicatat dan disajikan sebagai pos aset tetap di Neraca berdasarkan
dokumentasi penatausahaan BMD, asersi manajemen dalam laporan keuangan atau
informasi yang dipersamakan.

f. BMD properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan
peningkatan nilai tetapi sesekali disewakan kepada pihak lain berdasarkan
dokumentasi penatausahaan BMD, asersi manajemen dalam laporan keuangan atau
informasi yang dipersamakan. Misalnya SKPD pemerintah memiliki BMD properti
yang digunakan untuk kegiatan operasional SKPD bersangkutan namun sesekali
disewakan kepada pihak lain. BMD properti ini dicatat dan disajikan sebagai pos aset
tetap di Neraca berdasarkan dokumentasipenatausahaan BMD atau informasi yang
dipersamakan.

g. BMD Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah melalui pihak
ketiga antara lain digunakan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat,
penyelenggaraan pemerintahan atau negara, dan tugas dan fungsi suatu SKPD dan
memperoleh pendapatan atas pemanfaatan BMD oleh pihak ketiga misalnya bandara,
pelabuhan, stasiun, maka penggunaan BMD properti melalui perikatan yang
melingkupi aset secara utuh dicatat dan disajikan sebagai aset kemitraan dengan pihak
ketiga pada pos aset lainnya di Neraca. Aset kemitraan dengan pihak ketiga adalah
aset kerja sama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan
usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan
kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha
yang dimiliki.

h. BMD properti yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa
atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional
pemerintah, dicatat dan disajikan sebagai aset tetap di Neraca, jika:

1) masing-masing bagian BMD properti yang digunakan untuk menghasilkan
pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan yang digunakan untuk kegiatan
operasional pemerintahan, tidak dapat ditatausahakan secara terpisah; dan

2) tidak memenubhi kriteria signifikansi untuk diakui sebagai properti investasi yaitu:
(a) luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa

atau kenaikan nilai kurang dari 3:4 (< 75%) atau luasan area yang digunakan
untuk kegiatan operasional pemerintah lebih dari 1:4 (> 25%), misalnya
hanya 1 lantai yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari 2
lantai bangunan yang digunakan operasional pemerintahan; atau
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(b) intensitas BMD yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari
pihak eksternal dengan perbandingannya kurang dari 3:4 (< 75%) atau
intensitas BMD dengan perbandingan lebih dari 1:4 (> 25%) digunakan
untuk kegiatan operasional pemerintah, misalnya gedung aula disewakan
hanya terbatas hari libur kerja.

Untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan, Pengguna Barang melakukan identifikasi
dan analisis terhadap kondisi BMD properti yang mengalami reklasifikasi penyajian
memenuhi properti investasi. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis terhadap kondisi
BMD properti yang memenuhi properti investasi, Pengguna Barang memberikan asersi
manajemen berupa deklarasi untuk dasar reklasifikasi BMD yang direklasifikasi penyajian
menjadi properti investasi.

9. Kewajiban
Merupakan salah satu unsur neraca. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Klasifikasi Kewajiban

1.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup
jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.
Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai
likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan Informasi tentang tanggal
penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga
bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek atau jangka panjang.
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan
dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban
lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset
lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau
utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam
tahun pelaporan berikutnya.
Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka
pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar
utang jangka panjang.
Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya,
meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas
dasar jangka panjang; dan
c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali
(refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang
diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
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7. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai
dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian
ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin
diharapkan dapat didanai kembali (refinancing) atau digulirkan (roll over) berdasarkan
kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas.
Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari
pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas
(seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan
kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini
diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian
pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa
substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

9. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (covemant) yang
menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (payable
on demand) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam
dilanggar.

Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang hanya jika:

a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai
konsekuensi adanya pelanggaran; dan
b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu
12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
10. Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Utang Pinjaman Jangka Pendek

Kewaijiban Jangka Pendek Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Belanja

Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewaijiban Jangka Panjang Uang kepada Pemerintah Pusat

Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Utang kepada Masyarakat

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas
daerah untuk pembayaran tertentu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir
periode pelaporan.
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Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum
disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar yang belum
disetorkan

Utang Bunga (Accrued Interest)

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok bunga berupa kewajiban bunga
atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi
seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir
periode akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka Panjang yang akan
jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir
periode akuntansi, kecuali bagian lancer utang jangka panjang yang akan didanai
Kembali.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian
utang jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan dibayarkan dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka diakui pada saat terdapat timbul klaim pihak ketiga
kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi
belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.

Utang Belanja

Utang Belanja, diakui pada saat:

a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan
tanggal pelaporan belum dibayar;

b. Terdapat tegihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau
invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum
diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah;

c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar;

d. Barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya tetapi sampai dengan tanggal
pelaporan belum dibayar; dan

e. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan maka utang
diakui pada saat Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah
diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah
terima tetapi belum dibayar.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada
pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang Dalam Negeri

Utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di RKUD dan/atau pada saat
kewajiban timbul. Dari berbagai macam mekanisme penarikan pinjaman dalam negeri
pengakuan pinjaman yang cara penarikannya dilakukan dengan LC/Direct
Payment/Rekening Khusus/Pembiayaan Pendahuluan/ Penarikan Tunai diakui
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berdasarkan tanggal penarikan (value date) yang terdapat dalam dokumen NoD (Notice
of Disbursement), atau dokumen yang dipersamakan, yang diterima dari /ender.

Utang Jangka Panjang Lainnya

1. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk
pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang
Imbalan Pascakerja di BLUD;

2. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila asset diserahkan oleh pihak
ketiga kepada pemerintah selanjutnya pemerintah membayar kepada investor
secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan asset kemitraan;

3. Utang Jangka Panjang di BLUD diantaranya berupa Utang Imbalan Pascakerja.
Utang Imbalan Pasca kerja di BLUD timbul berdasarkan penetapan putusan
pengadilan atas pembubaran suatu badan usaha; dan

4. Utang Jangka Panjang di BLUD diantaranya berupa Utang Imbalan Pascakerja.
Utang Imbalan Pascakerja di BLUD timbul berdasarkan penetapan putusan
pengadilan atas pembubaran suatu badan usaha.

10. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Subang yang merupakan
selisihantara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Subang pada tanggal laporan.
Komponen ekuitas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Ekuitas

Ekuitas digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih
Pemerintah Kabupaten Subang yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.

2. Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account
untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD.
Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.

F. Laporan Arus Kas;

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan
pengambilan keputusan.

Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan:
1. Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain Penerimaan
Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Hibah, Penerimaan
Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya, Penerimaan Lain-
lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa dan Penerimaan Transfer.
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Sedangkan Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk
pengeluaran, antara lain: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain/Tak Terduga dan Transfer Keluar.

2. Investasi Aset Non Keuangan

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari: Penjualan Aset
Tetap, Penjualan Aset Lainnya, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan dari
Divestasidan Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas. Sedangkan Arus keluar kas
dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari : Perolehan Aset Tetap, Perolehan
Aset Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah dan
Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas.

3. Pendanaan

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: Penerimaan Utang Luar Negeri,
Penerimaan dari Utang Obligasi, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah, dan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara.Sedangkan
Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain : Pembayaran Pokok Utang Luar
Negeri, Pembayaran Pokok Utang Obligasi, Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan
kepada pemerintah daerah dan Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada
perusahaan Negara.

4. Transitoris.

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak
termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas
transitoris  antara  lain  transaksi  Perhitungan Pihak  Ketiga  (PFK),
pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran,
serta kiriman uang.

G. Catatan atas Laporan Keuangan

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas
Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk
tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat
dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun
manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin
mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara
pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan
atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam
memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan
keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
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Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan
akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian
penting lainnya;

Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan
keuangan;

Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan
dalam lembar muka laporan keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali
Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum, danLaporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara
Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

G.4.4. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
Koreksi Kesalahan

1.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode
sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin
timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh
pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan
kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau
lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan
tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan
dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo
Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada
periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang; dan

b. Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi
kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat
alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi
berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan
koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib
pajak.
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7. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada
saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan
mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

8. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang
memengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun
yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau
akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun beban.

10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
dan memengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada
akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun
beban.

11. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan
kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain—LRA.
Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun
Saldo Anggaran Lebih.

12. Contoh koreksi kesalahan belanja :

a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena
salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan
pendapatan lain-lain-LRA.

b. Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu
belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan
belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan
menambah akun Pendapatan lain-lain-LRA.

c. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu
yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih
dan mengurangi saldo kas.

d. Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu
belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun
saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.

13. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan
pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

14. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

a. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset
tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset
tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan
mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

b. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset
tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam
pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
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15. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan
pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan memengaruhi
posisi kas dan tidak memengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan
pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban
dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

16. Contoh koreksi kesalahan beban :

a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena
salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan
menambah Pendapatan lain-lain-LO.

b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang
belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Beban Lain-Lain-LO dan
mengurangi saldo kas.

17. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi
pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas,
apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

18. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang
belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah
akun Saldo Anggaran Lebih.

b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum
karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi Pemerintah Daerah
yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan
mengurangi saldo kas.

19. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi
pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas,
apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

20. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LO:

a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang
belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah
akun ekuitas.

b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan Dana Alokasi Umum
karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi Pemerintah Daerah yang
menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

21. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi
posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan
dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

22. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan
pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh
Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo
Anggaran Lebih.
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b. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu Pemerintah
Daerah mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari
Pemerintah Daerah Lain dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih
dan mengurangi saldo kas.

23. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

a. Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang
jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi
dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun
lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi
akun Saldo Anggaran Lebih.

24. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan
pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

25. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a. Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya
kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah
saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban
yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun
kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

26. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan
undang-undang atau peraturan daerah.

27. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 14, 15, 17 dan 21 tersebut
di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang
bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

28. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 14, 19, dan 23 tersebut di
atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode
dilakukannya koreksi kesalahan.

29. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
tidak memengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan
periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada pos-pos neraca terkait pada
periode kesalahan ditemukan.

30. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset
tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah
pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun
peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

31. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 11 tidak
memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk
mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun
pendapatan-LO yang bersangkutan.

32. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap
posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang
bersangkutan.
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33.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

1.
2.

10.

Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan
itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun
berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan,
diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai
akhir tahun Laporan Keuangan. Pada Para pengguna perlu membandingkan laporan
keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend
posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang
digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat
dari perubahan atas basis akuntansi, metode dan estimasi, merupakan contoh
perubahan kebijakan akuntansi.
Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu
kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau
kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa
perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja
keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan
keuangan entitas.

Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi:

a. Pemerintah Daerah mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan
awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP
tersebut, jika ada; dan

b. Jika pemerintah daerah mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu
PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, atau
perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka pemerintah daerah
menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Adopsi suatu Kebijakan Akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara
substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

b. Adopsi suatu Kebijakan Akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang
sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka

pemerintah daerah menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang

terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya
diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah- olah kebijakan akuntansi baru
tersebut sudah diterapkan sebelumnya.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan

kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan

standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan
dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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Perubahan Estimasi Akuntansi

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu
disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi
lingkungan entitas yang berubah.

2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan
Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.
Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO
tahun perubahan dan tahun- tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap
tersebut.

3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus
diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan,
maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok
tersebut dihentikan.

2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan—misalnya hakikat operasi,
kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara
penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila
dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau
kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus umumnya entitas membuat
rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi
masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

3. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah.
Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang
terus merosot, pergantian kebutuhan lain.

b. Fungsi tersebut tetap ada.

c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan
seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.

d. Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual
sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa Luar Biasa

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas
berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah
termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan
demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang
belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar
diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian
atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa
luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang
sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
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3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa
terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan
sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan
perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk
keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan
memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila
selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya
yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak
dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak
sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila
peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih
anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar
biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan
perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud
atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak
terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa
terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang
mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;

b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;

c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi
aset/kewajiban.

7. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan
secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (Subsequent Event)

1. Peristiwa setelah periode pelaporan (subsequent event) adalah peristiwa, baik yang
menguntungkan (favourable) atau tidak menguntungkan (unfavourable), yang terjadi
di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk
terbit. Dua jenis peristiwa dapat diidentifikasikan:

a. Peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan
(peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian); dan

b. Peristiwa yang mengidentifikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan
(peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian).

2. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian jumlah pengakuan dalam laporan
keuangan untuk mencerminkan peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan
penyesuaian.

3. Berikut ini adalah contoh dari peristiwa setelah periode pelaporan yang mensyaratkan
Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan,
atau untuk mengakui peristiwa yang sebelumnya tidak diakui:

a. Penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa
pemerintah daerah memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan;
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b. Penerimaan informasi setelah periode pelaporan mengindikasikan adanya
penurunan nilai aset pada akhir periode pelaporan, atau perlunya penyesuaian atas
jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai;

c. Penentuan setelah periode pelaporan atas kos pemerolehan aset yang dibeli, atau
hasil penjualan aset yang dijual sebelum akhir periode pelaporan;

d. Penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan
tidak benar.

4. Pemerintah daerah tidak menyesuaikan jumlah pengakuan dalam laporan keuangannya
untuk mencerminkan peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan
penyesuaian.

5. Berikut ini adalah contoh dari peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak
memerlukan penyesuaian pemerintah daerah yaitu penurunan nilai pasar investasi di
antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan terbit. Penurunan nilai
pasar tersebut normalnya tidak terkait dengan kondisi investasi tersebut pada akhir
periode pelaporan, namun mencerminkan keadaan yang timbul setelahnya. Oleh
karena itu, pemerintah daerah tidak menyesuaikan jumlah pengakuan investasi
tersebut dalam laporan keuangannya.
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G.5.1.

BAB YV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Keuangan
Tahunan Pemerintah Daerah yang telah dibahas dan disetujui oleh DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi
Jawa Barat. APBD Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023 ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023. Rincian atas APBD tersebut
dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 tahun 2023 untuk penjabaran atas
pergeseran APBD Tahun 2023 setelah Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2023 untuk
Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2023.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu
kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.
Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan
asas bruto.

G.5.1.1. PENDAPATAN-LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali
oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada kas di
bendahara penerimaan dan rekening kas daerah berdasarkan asas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera pada
dokumen bukti penerimaan atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai
dengan posnya masing-masing, dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pengakuan pendapatan pada tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah
kas yang diterima. Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang
telah menjadi hak namun sampai dengan akhir tahun anggaran tidak terdapat
realisasi penerimaan ke kas daerah, maka dicatat di Neraca sebagai Piutang dan
menambah Ekuitas.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan
pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak
berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode
penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode
yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang Ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan
pengembalian tersebut.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
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a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil penerimaan atas Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-
lain PAD yang Sah;

b. Pendapatan Transfer, yaitu dana yang di transfer dari pemerintah pusat dan
provinsi berupa bagian daerah dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; dan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah, diantaranya pendapatan hibah, dana darurat
dan pendapatan lainnya yang ditentukan pemerintah.

Realisasi Pendapatan TA 2023 adalah sebesar Rp3.286.595.470.769,00 atau
sebesar 97,62% dari anggaran sebesar Rp3.366.856.427.581,00. Realisasi tersebut
mengalami kenaikan sebesar Rp186.984.668.409,00 atau 6,03% dari realisasi
pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp3.099.610.802.360,00 dengan rincian

sebagai berikut.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

Tabel 5.1

Anggaran TA 2023

Realisasi TA 2023

Realisasi TA 2022

No Uraian %
(Rp) (Rp) ° (Rp)
1 (F)F?Kg';‘pata” Asli Daerah 640.352.764.579,00 594.665.800.316,00 92,87 494.978.619.673,00
2 | Pendapatan Transfer 2.701.900.363.002,00 | 2.652.724.594.807,00 98,18 | 2.559.387.899.206,00
3 | Lain-lain Pendapatan 24.603.300.000,00 39.205.075.646,00 | 159,35 45.244.283 481,00
yang Sah
Jumlah 3.366.856.427.581,00 | 3.286.595.470.769,00 97,62 | 3.099.610.802.360,00

G.5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih. PAD Pemerintah Kabupaten TA 2023
Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.
Realisasi PAD TA 2023 adalah sebesar Rp594.665.800.316 atau 92,87% dari
anggaran sebesar Rp640.352.764.579,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan
sebesar Rp99.687.180.643,00 atau 20,14% dari realisasi tahun sebelumnya
sebesar Rp494.978.619.673,00 dengan rincian sebagai berikut.

terdiri

atas

Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi,

Tabel 5.2

Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 dan 2022

No Uraian

Anggaran TA 2023
(Rp)

Realisasi TA 2023
(Rp)

%

Realisasi TA 2022
(Rp)

Pendapatan Pajak
Daerah

334.000.000.000,00

313.816.442.196,00

93,96

264.949.686.183,00
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- Anggaran TA 2023 Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
No Uraian %
(Rp) (Rp) ° (Rp)
2 gzzf:ﬁata" Retribusi | 45 514.219.000,00 21.419.732.081,00 | 50,38 12.494.922.786,00
Hasil Pengelolaan
3 | Kekayaan Daerah 48.264.104.679,00 28.071.168.466,00 | 58,16 | 23.862.367.663,00
Yang Dipisahkan
4 ;";r’:"a'” PADYang | 515 574.440.900,00 | 231.358.457.573,00 | 107,32 | 193.671.643.041,00
Jumlah 640.352.764.579,00 | 594.665.800.316,00 | 92,87 | 494.978.619.673,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan untuk periode TA 2023,
khususnya untuk pendapatan pajak, pendapatan retribusi dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mencapai target yang telah ditentukan

Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah pada pos pajak daerah, retribusi
daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan salah satunya
di akibatkan oleh :

1. Penentuan target PAD Tahun 2023 belum seluruhnya mempertimbangkan
pencapaian realisasi TA 2022 sehingga terdapat target PAD yang tidak dapat
dicapai.

2. Penentuan target PAD belum sepenuhnya berlandaskan pada potensi PAD
khususnya pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

3. Penyusunan anggaran PAD belum mempertimbangkan potensi pajak daerah,
potensi retribusi daerah serta tidak memperhatikan asumsi makro ekonomi,
seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi
anggaran pendapatan pajak daerah.

Kontribusi PAD Kabupaten Subang TA 2023 terhadap total Pendapatan Daerah
adalah sebesar 18,09%, atau dalam pelaksanaan pendapatan daerah masih sangat
bergantung terhadap transfer dari Pemerintah Pusat. Realisasi PAD Kabupaten
Subang TA 2023 apabila dibandingkan dengan jumlah transfer Dana
Perimbangan sebesar 80,71%. Dengan demikian ketergantungan keuangan
Pemerintah Kabupaten Subang terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.

Komposisi PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana
yang tertera pada tabel di atas.

Dari komposisi penerimaan PAD sebesar Rp594.665.800.316,00 yang
memberikan kontribusi terbesar adalah Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar
Rp313.816.442.196,00 atau 52,77%, diikuti Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
sebesar Rp231.358.457.573,00 atau 38,91% dari total PAD. Sedangkan
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan
Pendapatan Retribusi Daerah hanya berkontribusi masing-masing sebesar 3,60%
dan 3,60% dari total PAD.
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G.5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dikenakan terhadap orang pribadi atau
badan tanpa imbalan langsung dan bersifat memaksa sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dasar pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Subang adalah Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
ketentuan teknisnya diatur pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Anggaran  Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 adalah  sebesar
Rp334.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp313.816.442.196,00 atau
93,96% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

No Uraian Anggaran TA 2023 Realisasi TA 2023 % Realisasi TA 2022
(Rp) (Rp) (Rp)

1| Pajak Hotel 8.000.000.000,00 |  9.843.742.956,00 | 123,05 7.837.494.771,00

2 | Pajak Restoran 21.000.000.000,00 | 24.072.439.523,00 | 114,63 | 20.957.336.667,00

3 | Pajak Hiburan 3.300.000.000,00 |  3.154.594.205,00 | 95,59 3.225.433.390,00

4 | Pajak Reklame 4.500.000.000,00 |  4.156.333.570,00 | 92,36 4.637.847.365,00

5 | Pajak Penerangan Jalan 85.000.000.000,00 | 89.221.600.497,00 | 104,97 | 80.827.710.414,00

6 | Pajak Parkir 1.100.000.000,00 990.430.837,00 | 90,04 1.148.248.400,00

7 | Pajak Air Tanah 23.000.000.000,00 | 24.400.494.985,00 | 106,09 | 25.719.123.955,00

8 | Pajak Sarang Burung Walet 15.000.000,00 12.520.000,00 | 83,47 16.970.000,00

9 | paak Mineral Bukan Logam dan 1.300.000.000,00 |  1.194.761.754,00 | 91,90 1.809.543.528,00

10 | paak Bumi dan Bangunan 72.000.000.000,00 |  82.734.444.005,00 | 114,91 | 65.703.321.371,00
11 | Bea BP;";Z'S::: Hak Atas Tanah | 444 785.000.000,00 | 74.035.079.864,00 | 64,50 | 53.066.656.322,00
Jumlah 334.000.000.000,00 | 313.816.442.196,00 | 93,96 | 264.949.686.183,00

Mekanisme pemungutan pajak yang diterapkan pada Pemerintah Daerah Subang
pada Tahun 2023 yaitu sistem self assessment dan official assessment.
Pemungutan pajak dengan sistem self assessment memberikan kepercayaan dan
tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib
pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak
terutangnya, diantaranya diterapkan atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan,
Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet.
Pemungutan pajak dengan sistem official assessment memberikan kewenangan
kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang,
diantaranya diterapkan atas Pajak Reklame, PBB-P2 dan BPHTB.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang TA 2023 Halaman 117



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

G.5.1.1.1.2.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp313.816.442.196,00
mengalami kenaikan sebesar Rp48.866.756.013,00 atau 18,44% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp264.949.686.183,00. Namun jika diperbandingkan
pada setiap jenis pajak daerah hampir seluruhnya mengalami kenaikan kecuali
Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah TA 2023 terdiri atas 11 jenis pajak dengan
kontribusi pendapatan pajak terbesar berasal dari Pajak Penerangan Jalan sebesar
28,63%, diikuti PBB-P2 sebesar 26,55% dan BPHTB sebesar 23,76% dari total
realisasi penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target anggaran pendapatan pajak
BPHTB Tahun 2023 terealisasi hanya 64,50% dan merupakan prosentase
realiasi pendapatan pajak daerah terkecil jika dibandingkan dengan jenis pajak
daerah yang lain. Hal ini salah satunya disebabkan oleh sifat dari pendapatan
pajak BPHTB yang insidental dan tidak berulang sehingga pendapatan pajak
BPHTB tidak dapat diperkirakan potensi pajaknya. Tidak tercapainya target
anggaran BPHTB untuk tiga tahun terakhir dengan realisasi Tahun 2021 sebesar
46,04% dan realisasi Tahun 2022 sebesar 41,52% dari target anggaran tidak
dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan target anggaran Tahun 2023. Target
anggaran Tahun 2023 masih ditentukan terlalu tinggi sehingga hanya terealisasi
sebesar 64,50% dengan nominal target yang tidak tercapai sebesar
Rp40.749.920.136,00

Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dasar pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Subang adalah Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
ketentuan teknisnya diatur pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Retribusi Jasa Umum. Peraturan Daerah Nomor 05
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 adalah sebesar
Rp42.514.219.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.419.732.081,00 atau
50,38% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

No

Jenis Retribusi Daerah

Realisasi TA
2023 (Rp)

Realisasi TA
2022 (Rp)

Anggaran TA

2023 (Rp) @

| Retribusi Jasa Umum

9.199.143.000,00 | 4.418.650.286,00 | 48,03

1 | Pelayanan Kesehatan

40.000.000,00 55.714.000,00 | 139,29
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. . . Anggaran TA Realisasi TA ® Realisasi TA
No Jenis Retribusi Daerah 2023 (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp)
Pelayanan
2 | Persampahany 4.000.000.000,00 | 2.244.832.190,00 | 56,12 | 2.055.651.700,00
Kebersihan
3 | Pelayanan Parkir Tepi | 5 747 898 000,00 |  713.675.000,00 | 25,97 579.474.000,00
Jalan Umum
4 | Pengujian Kendaraan | 4 a0 000 000,00 | 777.270.000,00 | 43,18 983.785.000,00
Bermotor
Retribusi Penyediaan
5 | dan/atau Penyedotan 10.000.000,00 10.000.000,00 | 100,00 10.000.000,00
Kakus
g | Retribusi Pelayanan 101.315.000,00 47.897.000,00 | 47,28 64.320.000,00
Tera/Tera Ulang
Retribusi Pengawasan
7 ,‘\’Aae”nzgnge”da"a” 500.000.000,00 |  569.262.096,00 | 113,85 |  469.039.896,00
Telekomunikasi
Il | Retribusi Jasa Usaha 10.260.076.000,00 | 5.992.378.244,00 | 58,40 | 6.082.705.590,00
1 gig‘riﬁa'a“ Kekayaan | 5 140000.000,00 | 3.142.852.044.00 | 61,14 | 3.250.599.294,00
o | Retribusi Pasar Grosir | 5 55 576 000,00 | 1.328.761.000,00 | 41,50 | 1.362.637.500,00
dan/atau Pertokoan
3 | Retribusi Tempat 1.000.000.000,00 |  830.635.200,00 | 83,06 857.428.796,00
Pelelangan
4 | Rumah Potong Hewan 63.000.000,00 56.250.000,00 | 89,29 52.200.000,00
Retribusi Tempat
5 . 750.000.000,00 |  528.880.000,00 | 70,52 454.840.000,00
Rekreasi dan Olahraga
Retribusi Penjualan
6 | Produksi Usaha 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 100,00 |  105.000.000,00
Daerah
m | Retribusi Perizinan 23.055.000.000,00 | 11.008.703.551,00 | 47,75 | 2.243.576.600,00
Tertentu
Retribusi Izin Trayek
1 | untuk Menyediakan 55.000.000,00 17.020.000,00 | 30,95 13.320.000,00
Angkutan Umum
Retribusi Perpanjangan
2 | Izin Mempekerjakan 8.000.000.000,00 | 3.805.418.000,00 | 47,57 654.888.000,00
Tenaga Asing (IMTA)
3 | Retribusi Persetujuan | 45 54 600.000,00 | 7.186.265.551,00 | 47,91 | 1.575.368.600,00
Bangunan Gedung
Jumlah 42.514.219.000,00 | 21.419.732.081,00 | 50,38 | 12.494.922.786,00

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp21.419.732.081,00
mengalami kenaikan sebesar Rp8.924.809.295,00 atau 71,43% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp12.494.922.786,00. Realisasi penerimaan Retribusi
Daerah TA 2023 terdiri atas 17 jenis retribusi yang dikategorikan menjadi tiga
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jenis retribusi secara umum yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha
dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Kontribusi pendapatan retribusi terbesar secara umum berasal dari Retribusi
Perizinan Tertentu sebesar 51,40% dengan penyumbang kontribusi terbesar
berasal dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, diikuti Retribusi Jasa
Usaha sebesar 27,98% dengan penyumbang kontribusi terbesar berasal dari
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan terakhir Retribusi Jasa Umum
sebesar 20,62% dengan penyumbang kontribusi terbesar berasal dari Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Penjelasan Retribusi per kategori adalah sebagai berikut.
1. Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi atas pelayanan yang disediakan
atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Retribusi Jasa Umum TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Subang terdiri
atas 8 jenis retribusi dengan rincian sebagai berikut
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar
Rp55.714.000,00;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan
Hidup sebesar Rp2.244.832.190,00;
c. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan sebesar
Rp713.675.000,00;
d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan
sebesar Rp777.270.000,00;
e. Retribusi penyediaan/penyedotan kakus pada Dinas Perhubungan
sebesar Rp10.000.000,00;
f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Koperasi UMKM
Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp47.897.000,00; dan
g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi
dan Informatika sebesar Rp569.262.096,00.

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2023 adalah sebesar Rp4.418.650.286,00
atau 48,03% dari anggaran sebesar Rp9.199.143.000,00. Realisasi tersebut
mengalami kenaikan sebesar Rp250.009.690,00 atau 5,99% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp4.168.640.596,00.

Kontribusi realisasi Retribusi Jasa Umum terbesar berasal dari Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 50,80%, diikuti Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 17,59% dari total realisasi Retribusi
Jasa Umum. Sedangkan sisanya menyumbang tidak lebih dari 31,61% total
realisasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi atas pelayanan yang disediakan

oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang
belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
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b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara
memadai oleh pihak swasta.

Retribusi Jasa Usaha TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Subang terdiri
atas enam jenis retribusi dengan rincian sebagai berikut.

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri dari:

a) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp1.303.213.535,00 dan
Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp156.557.000,00 pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

b) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Dinas Koperasi
UMKM Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp36.864.000,00;

c) Retribusi Penyewaan Tanah pada Dinas Koperasi UMKM
Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp433.387.362,00; dan

d) Retribusi Penyewaan Tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
sebesar Rp1.212.830.147,00.

(2) Retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan terdiri dari :

a) Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang
yang Dikontrakkan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
sebesar Rp63.140.000,00.;

b) Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan sebesar
Rp1.265.621.000,00 dengan rincian sebagai berikut;

1) Pasar Cisalak sebesar Rp55.800.000,00;

2) Pasar Sagalaherang sebesar Rp99.180.000,00;

3) Pasar Pujasera sebesar Rp33.435.000,00;

4) Pasar Pertokoan Subang sebesar Rp75.285.000,00;
5) Pasar Baru Subang sebesar Rp192.980.000,00;

6) Pasar Purwadadi sebesar Rp54.006.000,00;

7) Pasar Pabuaran sebesar Rp132.482.000,00;

8) Pasar Sukamandi sebesar Rp238.390.000,00;

9) Pasar Ciasem sebesar Rp93.820.000,00;

10) Pasar Pamanukan sebesar Rp104.740.000,00;

11) Pamanukan Trade Centre sebesar Rp35.100.000,00;
12) Pasar Pusakajaya sebesar Rp88.650.000,00;

13) Pasar Wates sebesar Rp37.243.000,00;

14) Pasar Pagaden sebesar Rp0,00; dan

15) Retribusi MCK Pasar sebesar Rp24.510.000,00

(3) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan pada Dinas Perikanan sebesar
Rp830.635.200,00;
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(4) Retribusi Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan sebesar Rp56.250.000,00;

(5) Tempat rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga sebesar Rp528.880.000,00; dan

(6) Retribusi Produk Usaha Daerah pada Dinas Pertanian atas penjualan
hasil pertanian sebesar Rp105.000.000,00.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2023 adalah sebesar Rp5.992.378.244,00
atau 58,40% dari anggaran sebesar Rp10.260.076.000,00. Realisasi tersebut
mengalami penurunan sebesar Rp90.327.346,00 atau 1,48% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp6.082.705.590,00.

Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan realisasi dari
sebagian besar jenis Retribusi Jasa Usaha apabila dibandingkan dengan
tahun sebelumnya, terutama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang
mengalami penurunan sebesar 3,31%. Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah juga merupakan kontribusi realisasi terbesar yaitu sebesar 52,45%,
diikuti Retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan sebesar 22,17%, Retribusi
Tempat Pelelangan sebesar 13,86% dari total realisasi Retribusi Jasa Usaha.
Sedangkan sisanya menyumbang tidak lebih dari 11,52% total realisasi.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi atas pelayanan perizinan
tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 pada
Pemerintah Kabupaten Subang terdiri atas tiga jenis retribusi dengan
penjelasan sebagai berikut:

(1) Izin Trayek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp17.020.000,00;

(2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang sebesar Rp7.186.265.551,00; dan

(3) Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi sebesar Rp3.805.418.000,00.

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 adalah sebesar
Rp11.008.703.551,00 atau 47,75% dari anggaran sebesar
Rp23.055.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan signifikan
sebesar Rp8.765.126.951,00 atau 390,68% dari realisasi tahun sebelumnya
sebesar Rp2.243.576.600,00. Kenaikan tersebut disebabkan dari kenaikan
realisasi retribusi Persetujuan Gedung Bangunan sebesar
Rp5.610.896.951,00 atau 356,16% dari realisasi tahun sebelumnya
Rp1.575.368.600,00, kenaikan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA) sebesar Rp3.150.530.000,00 atau 481,08% dari tahun sebelumnya
sebesar Rp654.888.000,00 dan kenaikan retribusi izin trayek sebesar
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Rp3.700.000,00 atau 27,78% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp13.320.000,00.

G.5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan
daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah atau pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, diantaranya penerimaan dari bagian laba
BUMD atau perusahaan daerah atau bagian laba hasil penyertaan modal daerah
kepada pihak ketiga.

Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp48.264.104.679,00 dengan realisasi sebesar
Rp28.071.168.466,00 atau 58,16% dari anggaran, dengan rincian sebagai
berikut.

Tabel 5.5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022

No Uraian Anggaran TA Realisasi TA 2023 % Realisasi TA
2023 (Rp) (Rp) 2022 (Rp)

1 | Bagian Laba PT BPR Gemi Nastiti | 22.660.000.000,00 | 12.544.638.602,00 | 55,36 | 13.115.620.503,00
2 | Bagian Laba PT BPR Karya Utama |  356.986.759,00 |  409.400.075,00 | 114,68 |  356.986.759,00
3 gigf:g'-aba PT Bank BJB Cabang | 5,00 000.000,00 | 4.698.227.126,00 | 93,96 | 4.453.766.527,00
4 | Bagian Laba PT Subang Sejahtera | 11.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 36,36 | 4.441.200.000,00
5 | bagian Laba PT Subang Energ 947.117.920,00 | 400.000.000,00 | 42,23 |  203.793.874,00
6 | Bagian Laba PDAM Tirta Rangga | 3.300.000.000,00 | 1.508.400.376,00 | 45,71 | 1.291.000.000,00
7 | Bagian Laba PT Sari Ater 5.000.000.000,00 | 4.510.502.287,00 | 90,21 0,00
Jumlah 48.264.104.679,00 | 28.071.168.466,00 | 58,16 | 23.862.367.663,00
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Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Daerah TA 2023 sebesar Rp28.071.168.466,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp4.208.800.803,00 atau 17,64% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp23.862.367.663,00. Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan Daerah TA 2023 terdiri atas tujuh jenis penerimaan
laba yaitu Bagian Laba dari (1) PDAM Tirta Rangga, (2) PT BPR Karya Utama,
(3) PT BPR Gemi Nastiti, (4) PT Bank BJB Cabang Subang, (5) PT Subang
Sejahtera, (6) PT Subang Energi Abadi, dan (7) PT Sari Ater.

Kontribusi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Daerah terbesar berasal dari Bagian Laba PT BPR Gemi Nastiti sebesar 44,69%,
Bagian Laba dari PT Bank BJB Cabang Subang sebesar 16,74%, diikuti Bagian
Laba dari PT Sari Ater sebesar 16,07%, PT Subang Sejahtera sebesar 14,25%.
sedangkan PDAM Tirta Rangga sebesar 5,37%, PT BPR Karya Utama sebesar
1,46%, dan PT Subang Energi Abadi sebesar 1,42% dari total pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah.

Halaman 123



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

G.5.1.1.14.

Kontribusi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Daerah Kabupaten Subang terdiri enam BUMD vyaitu dan satu Perusahaan
Swasta yaitu PT Sari Ater. PT Sari Ater merupakan perusahaan milik swasta
yang bergerak di bidang pariwisata.

Kerja sama Kabupaten Subang dengan PT Sari Ater didasarkan pada Akta
Notaris Koswara, SH Nomor 29 tanggal 8 Maret 1974, dengan jangka waktu 15
(lima belas) tahun dimulai tanggal 10 Maret 1974. Perjanjian tersebut
mengungkapkan bahwa PT Sari Ater menyewa tanah seluas 7.353 Ha dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan biaya sewa Rp500.000,00 per
bulan. Terdapat perpanjangan perjanjian yang dilakukan berdasarkan Akta
perubahan sewa menyewa Nomor 99 tanggal 4 Desember 1982 dari Notaris
Koswara, SH untuk 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 10 Maret 1989 dengan
biaya sewa Rp1.500.000,00 per bulan. Kemudian Akta perjanjian sewa Nomor
29 tanggal 8 Maret 1974 dan Akta perubahan sewa menyewa Nomor 99 tanggal
4 Desember 1982 tersebut diubah menjadi Kontrak Bagi Keuntungan Objek
Wisata Air Panas Ciater dengan Nomor 426.24/Huk.02/PRJ/1987 tanggal 15
Juni 1987 antara Bupati Subang sebagai pihak kesatu dan PT Sari Ater sebagai
pihak kedua yang telah dilakukan beberapa kali Addendum sampai dengan tahun
2012.

Perhitungan bagi hasil atas lahan kerja sama ke Pemda Subang ditentukan
sebesar 40% dari laba operasional setelah pajak sebesar Rp4.510.502.287,00
merupakan bagi hasil tahun 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023. Perhitungan
40% tersebut didasarkan pada Addendum perjanjian pada tanggal 01 Oktober
1991 yang berisikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Sebagai akibat dari perjanjian kedua belah pihak sepakat untuk mengambil
keuntungan bersih tiap tahun setelah dipotong oleh pajak, dengan pembagian
sebagai berikut:

- Untuk masa 5 (lima ) tahun pertama sejak 15 Juni 1987 pembagian
untuk pihak kesatu 30% dan pihak kedua 70%; dan

- Untuk tahun ke 6 (enam) sampai dengan berakhirnya masa kerja sama
pembagian keuntungan untuk pihak kesatu 40% dan pihak kedua 60%.

2. Setelah masa berlaku perjanjian berakhir, pihak kedua diberikan prioritas
untuk memperpanjang perjanjian selama 15 tahun bilamana menguntungkan
kedua belah pihak.

Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk
dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam Lain-lain PAD yang Sah yaitu Hasil
Penjualan Aset Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Bunga, TGR, Denda, BLUD,
BOS Pengembalian Kekurangan Pekerjaan dan Denda Keterlambatan dan Lain-
lain PAD yang Sah lainnya.
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Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp215.574.440.900,00
dengan realisasi sebesar Rp231.358.457.573,00 atau 107,32%. Realisasi tersebut
mengalami kenaikan sebesar Rp37.686.814.532,00 atau 19,46% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp193.671.643.041,00.

Berikut rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dan

2022.

Tabel 5.6
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022
No Uraian Anggaran TA 2023 | Realisasi TA 2023 % Realisasi TA 2022
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Hasil Penjualan BMD Yang 77.000.000,00 153.771.000,00 | 199,70 -
Tidak Dipisahkan
2 | Hasil Sewa BMD 20.000.000,00 178.750.000,00 | 893,75 44.900.000,00
Hasil Kerja Sama w
3 | Pemanfaatan BMD ] ] 1.610.000,00
4 | Jasa Giro Kas Daerah 2.500.000.000,00 2.460.959.793,00 | 98,44 3.786.253.057,00
5 | Pendapatan Bunga Deposito 2.937.923.595,00 862.517.806,00 | 29,36 1.431.452.054,00
Tuntutan Ganti Kerugian -
6 Daerah Terhadap Bendahara - 1.808.112.818,00 2.334.310.672,00
7 | Pendapatan Denda :
Keterlambatan
a. Pelaksanaan Pekerjaan - 3.525.716.000,00 L 2.113.753.356,00
Bidang Pekerjaan Umum
b. Denda Pajak 950.000.000,00 917.123.912,00 | 96,54 1.199.074.487,00
c. pondaRetribusi Jasa 99.000.000,00 72.377.250,00 | 73,11 92.521.500,00
g, DendaRetribusi Jasa - 1.090.713,00 | 1.584.283,00
Usaha
e. Denda Retribusi Perizinan 36.300.000,00 18.100.197,00 | 49,86 -
tertentu
8 Pendapatan dari )

Pengembalian

Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak

27.459.645,00

130.615.922,00

Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan

284.990.841,00

210.896.757,00

Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Perjalanan
Dinas

16.530.000,00

1.600.000,00

Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK)

465.776,00

626.107,00

Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Jaminan
Kematian (JKM)

1.397.329,00

713.768,00

Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Jaminan Hari
Tua (JHT)

6.997.092,00
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. Anggaran TA 2023 | Realisasi TA 2023 ® Realisasi TA 2022
No Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
9 | Pendapatan BLUD : 208.954.217.305,00 | 221.022.097.401,00 | 105,78 | 182.196.494.328,00
10 La!n-Lain PAD yang Sah ) ) ) 125.236.750,00
Lainnya
Jumlah 215.574.440.900,00 | 231.358.457.573,00 | 107,32 | 193.671.643.041,00

Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah paling besar berasal dari Pendapatan BLUD

sebesar

95,53%, sedangkan sisa pendapatan lainnya menyumbang tidak lebih

dari 4,47% total Lain-lain PAD yang Sah.

Rincian atas Lain-Lain PAD yang Sah per SKPD dapat dijelaskan sebagai

berikut.

1. Badan Pendapatan Daerah

Pen
real

T E@ e ao o

dapatan Denda Pajak dianggarkan sebesar Rp950.000.000,00 dengan
isasi sebesar Rp917.123.912,00 atau 96,54%, terdiri dari :

Denda Pajak Hotel Rp27.926.717,00;

Denda Pajak Restoran Rp86.211.042,00;

Denda Pajak Hiburan Rp11.576.644,00;

Denda Pajak Reklame Rp19.962.535,00;

Denda Pajak Parkir Rp5.275.527,00;

Denda Pajak Air Tanah Rp28.738.170,00;

Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp2.449.280,00;
Denda Pajak Bumi dan Bangunan Rp557.510.997,00; dan

Denda BPHTB Rp177.473.000,00.

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah

a.

Pendapatan atas Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan tidak
dianggarkan tetapi dapat terealisasi sebesar Rp153.771.000,00,
merupakan pendapatan atas pembayaran penjualan tanah berdasarkan
Keputusan Bupati Subang Nomor 593.3/Kep.448-DPPKAD/2009
tanggal 19 November 2008 tentang Pelepasan Sebagian Tanah Hak
Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 58 Tahun 1988 seluas
23.513 meter yang terletak di Blok Sukaasih II Kelurahan Karanganyar
Kecamatan Subang;

Pendapatan  Jasa Giro Kas Daerah  dianggarkan  sebesar
Rp2.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.460.959.793,00 atau
98,44%;

Pendapatan dari setoran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak
dianggarkan tetapi dapat terealisasi sebesar Rp1.808.112.818,00;
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak
dianggarkan tetapi dapat terealisasi sebesar Rp3.535.336.000,00;
Pendapatan dari Pengembalian yang tidak dianggarkan tetapi dapat
terealisasi sebesar Rp337.840.683,00; dan

Pendapatan =~ Bunga  Deposito = Bank  dianggarkan  sebesar
Rp2.937.923.595,00 dengan realisasi sebesar Rp862.517.806,00 atau
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29,36% diperoleh dari penempatan 8 (delapan) deposito pada dua Bank,
dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.7
Rincian Deposito Tahun 2023

BILYET
NO NAMA BANK BUNGA (Rp)
NOMOR NILAI (Rp)

1 BJB CABANG SUBANG A 929023 | 20.000.000.000,00 30.273.973,00

BJB CABANG SUBANG A 929024 | 20.000.000.000,00 30.273.973,00

BJB CABANG SUBANG A 929072 | 10.000.000.000,00 | 107.123.287,00

BJB CABANG SUBANG A 929073 | 10.000.000.000,00 | 107.123.287,00

BJB CABANG SUBANG A 929074 | 10.000.000.000,00 | 107.123.287,00

BJB CABANG SUBANG A 929214 | 15.000.000.000,00 | 124.298.630,00

2 BJB KCP PEMDA A 849430 | 10.000.000.000,00 | 249.178.082,00

BJB KCP PEMDA A 849449 | 10.000.000.000,00 | 107.123.287,00

TOTAL 862.517.806,00

Pada 31 Desember 2023, seluruh deposito di atas telah seluruhnya ditarik
kembali ke kas daerah.

3. Dinas Perhubungan yaitu Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
dianggarkan sebesar Rp99.000.000,00 realisasinya mencapai
Rp72.377.250,00 atau 73,11%, sedangkan Denda Retribusi Perizinan
Tertentu dianggarkan Rp36.300.000,00 realisasi mencapai Rp18.100.197,00
atau 49,86%.

4. Dinas Kesehatan yaitu Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Subang TA 2023 dan Pendapatan BLUD 40 Puskesmas tersebar
di wilayah Kabupaten Subang TA 2023 dianggarkan sebesar
Rp208.954.217.305,00 dengan realisasi sebesar Rp221.022.097.401,00 atau
105,78%.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak

dianggarkan namun terealisasi mencapai Rp1.090.713,00; dan
b. Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tidak
dianggarkan namun terealisasi mencapai Rp18.100.197,00.

6. Pendapatan dari Pengembalian tidak dianggarkan namun terealisasi sebesar
Rp. 337.840.683,00 yang terdiri dari :

a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21
Rp27.459.645,00;

b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Rp284.990.841,00;

c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
Rp16.530.000,00;

d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) Rp465.776,00; dan

e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Hari
Tua (JHT) Rp6.997.092,00.
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G.5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.701.900.363.002,00
dengan realisasi sebesar Rp2.652.724.594.807,00 atau 98,18% dari anggaran.
Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan
Transfer antardaerah.

Tabel 5.8
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022

No Uraian

Anggaran TA 2023
(Rp)

Realisasi TA 2023
(Rp)

%

Realisasi TA 2022
(Rp)

Transfer Pemerintah

1 Pusat 2.351.187.401.356,00 | 2.322.854.667.012,00 | 98,79 | 2.195.229.236.981,00
2 Transfer antardaerah 350.712.961.646,00 329.869.917.795,00 | 94,06 364.158.662.225,00

Jumlah 2.701.900.363.002,00 | 2.652.724.584.807,00 | 98,18 | 2.559.387.899.206,00
G.5.1.1.2.1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT — DANA PERIMBANGAN

Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil
Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum
(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.9
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022

- Anggaran TA 2023 Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
No Uraian %
(Rp) (Rp) ° (Rp)
1 Dana Bagi Hasil Pajak 132.190.988.356,00 133.004.492.958,00 100,62 121.046.994.510,00
2 | pana Bagi Hasil Sumber 45.514.714.000,00 |  49.699.586.000,00 | 109,19 67.276.203.722,00
aya Alam
3 | Dana Alokasi Umum 1.241.626.913.000,00 | 1.259.324.912.240,00 101,43 1.169.852.464.263,00
4 | Dana Alokasi Khusus 651.244.800.000,00 600.215.699.814,00 92,16 602.325.535.486,00
Jumlah 2.070.577.415.356,00 | 2.042.244.691.012,00 98,63 1.960.501.197.981,00
G.5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak
Transfer Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak TA 2023 dianggarkan sebesar
Rp132.190.988.356,00 dengan realisasi sebesar Rp133.004.492.958,00 atau
100,62% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.10
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022
No Uraian Anggaran TA 2023 | Realisasi TA 2023 % Realisasi TA 2022
(Rp) (Rp) (Rp)
Dor Pajak Bumi dan 64.593.103.000,00 | 64.593.103.000,00 | 100,00 | 72.892.862.385,00
angunan
DBH PPh Pasal 21 58.999.336.682,00 | 57.640.730.958,00 | 97,70 40.325.653.731,00

DBH Pasal 25 & 29 WP
Orang Pribadi Dalam Negeri

0,00

2.427.961.000,00

2.782.757.859,00
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No Uraian Anggaran TA 2023 | Realisasi TA 2023 % Realisasi TA 2022
(Rp) (Rp) (Rp)
4 DBH Cukai Hasil Tembakau 8.598.548.674,00 8.342.698.000,00 | 97,02 5.045.720.535,00
Jumlah 132.190.988.356,00 | 133.004.492.958,00 | 100,62 | 121.046.994.510,00
Realisasi Penerimaan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 sebesar
Rp133.004.492.958,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.957.498.448,00
atau 9,88% dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar
Rp121.046.994.510,00.
G.5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Transfer Dana Perimbangan Bagi Hasil SDA TA 2023 dianggarkan sebesar
Rp45.514.714.000,00 dengan realisasi sebesar Rp49.699.586.000,00 atau
109,19% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.11
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil SDA TA 2023 dan 2022
Anggaran TA Realisasi TA Realisasi TA
No Uraian 2023 2023 % 2022
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | DBH SDA Pertambangan 28.203.201.000,00 | 11.386.460.000,00 | 40,37 | 10.753.868.694,00
Minyak Bumi
2 | pBH SDA Pertambangan Gas 0,00 | 16.816.741.000,00 | = | 37.412.937.708,00
3 | poH SDAPengusahaan Panas | 4 480.121,000,00 | 15.480.121.000,00 | 100,00 | 15.788.934.000,00
4 DBH SDA Mineral dan Batu 0,00 3.396.000,00 w 0,00
bara-Landrent
5 | DBH SDA Mineral dan Batu 249.643.000,00 |  246.247.000,00 | 98,64 | 1.233.610.320,00
bara-Royalty
DBH SDA Kehutanan-Provisi
6 Sumber Daya Hutan (PSDH) 102.341.000,00 | 4.287.213.000,00 | 4.189,15 128.542.000,00
7 | DBH SDA Perikanan 1.479.408.000,00 1.479.408.000,00 | 100,00 1.958.311.000,00
Jumlah 45.514.714.000,00 | 49.699.586.000,00 | 109,19 | 67.276.203.722,00
Realisasi Penerimaan Transfer Dana Bagi Hasil SDA TA 2023 sebesar
Rp49.699.586.000,00 mengalami penurunan sebesar Rpl17.576.617.722,00
atau 26,13% dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu
sebesar Rp67.276.203.722,00.
G.5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Transfer Dana Perimbangan-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023
dianggarkan sebesar Rpl1.241.626.913.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp1.259.324.912.240,00 atau 101,43% dari anggaran, yang terdiri dari :

a. DAU vyang tidak ditentukan penggunaannya dianggarkan sebesar
Rp1.241.626.913.000,00 dengan realisasi sebesar Rp922.911.852.240,00
atau 74,33%;
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G.5.1.1.2.1.4.

b. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan tidak dianggarkan
namun terealisasi sebesar Rp1.600.000.000,00;

c. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian P3K
tidak dianggarkan namun terealisasi sebesar Rp79.154.700.000,00;

d. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan tidak
dianggarkan namun terealisasi sebesar Rp163.335.091.000,00;

e. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan tidak

dianggarkan namun terealisasi sebesar Rp72.745.240.000,00; dan

f. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum tidak
dianggarkan namun terealisasi sebesar Rp19.578.029.000,00.

Realisasi penerimaan DAU TA 2023 mengalami kenaikan sebesar
Rp89.472.447.977,00 atau 7,65% dari penerimaan tahun sebelumnya sebesar
Rp1.169.852.464.263,00.

Dana Alokasi Khusus

Transfer Dana Perimbangan-Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2023
dianggarkan sebesar Rp651.244.800.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp600.215.699.814,00 atau 92,16% dari anggaran. Realisasi penerimaan
DAK TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.109.835.672,00 atau 0,35%
dari penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp602.325.535.486,00.

dan Penataan Ruang

Tabel 5.12
Rincian DAK TA 2023

No SKPD Bidang Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

I | DAK-Fisik

1 | Dinas Pendidikandan | oo yigiyan 44.225.333.000,00 43.297.586.740,00

Kebudayaan
2 | Dinas Kesehatan gesehata” & Keluarga 7.158.956.000,00 7.038.149.886,00
erencana
3 | Dinas Pekerjaan Umum | .y 6.761.113.000,00 6.665.035.370,00

Subtotal |

58.145.402.000,00

57.000.771.996,00

Il DAK-Non Fisik

1 Dinas Pendidikan

Bantuan Operasional
Reguler

203.716.600.000,00

179.799.956.081,00

Bantuan Operasional
Kinerja

5.100.000.000,00

5.100.000.000,00

Bantuan Operasional
PAUD

23.335.740.000,00

23.333.850.000,00

Dana Tunjangan
Profesi Guru PNSD

230.303.493.000,00

219.267.390.800,00

Dana Tambahan
Penghasilan PNSD

5.521.750.000,00

5.497.801.366,00
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G.5.1.1.2.2.

No SKPD Bidang Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Bantuan Operasional 9.033.220.000,00 9.033.220.000,00
Pendidikan Kesetaraan
Bantuan Operasional
Museum dan Taman 700.000.000,00 698.477.600,00
Budaya

2 | Dinas Kesehatan Bantuan Operasional 449.196.000,00

Kesehatan

3 DP2KBP3A

Bantuan Operasional
Keluarga Berencana

52.991.871.000,00

40.711.817.964,00

4 | DPMPTSP

Fasilitasi Penanaman
Modal

406.900.000,00

396.497.000,00

5 DISKEPANG

Dana Ketahanan

Pangan Dan Pertanian

1.077.300.000,00

1.070.720.000,00

Subtotal Il

532.636.070.000,00

484.909.730.811,00

1 DAK-Penugasan

1 Dinas Kesehatan Kesehatan 20.559.380.000,00 19.529.422.200,00
o | Dinas Pekerjaan Umum | .00 8.838.745.000,00 8.671.399.100,00
dan Penataan Ruang
3 | Dinas Pertanian Pertanian 23.609.672.000,00 23.090.882.032,00
4 | Dinas Kelautan dan Kelautan dan Perikanan 7.455.531.000,00 7.013.493.675,00
Perikanan
Subtotal Il 60.463.328.000,00 58.305.197.007,00

Total

651.244.800.000,00

600.215.699.814,00

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp600.215.699.814,00 di
dalamnya belum termasuk transfer BOP PAUD untuk PAUD Swasta yang
ditransfer langsung kepada 42 lembaga PAUD swasta tersebut sebesar
Rp1.079.190.000,00.

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 dianggarkan sebesar
Rp280.609.986.000,00 dengan realisasi sebesar Rp280.609.986.000,00 atau
100,00% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar
Rp45.881.947.000,00 atau 19,55% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp234.728.039.000,00. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan dana
desa.

Tabel 5.13
Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
TA 2023 dan 2022

No

Anggaran TA 2023
(Rp)

Realisasi TA 2023

(Rp) %

Uraian (Rp)

Realisasi TA 2022

Dana Insentif Daerah

0,00 0,00 w0

0,00
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. Anggaran TA 2023 | Realisasi TA 2023 ® Realisasi TA 2022
No Uraian %o
(Rp) (Rp) (Rp)
2 Dana Desa 280.609.986.000,00 | 280.609.986.000,00 [ 100,00 | 234.728.039.000,00
Jumlah 280.609.986.000,00 | 280.609.986.000,00 ( 100,00 | 234.728.039.000,00

G.5.1.1.2.2.1. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari Pemerintah
Pusat yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu
dengan tujuan memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di
bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan,
pelayanan dasar publik dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendapatkan DID masing-masing daerah harus memenuhi:
1. Kriteria utama, yaitu:

opini BPK atas LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

b. penetapan Perda APBD tepat waktu; dan

melaksanakan e-government (e-budgeting dan e-planning).

2. Memiliki nilai kinerja melawati passing grade B untuk kategori kinerja:

a.

C.

®

e e

3. Men

™o a0 o P

Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan;

Pelayanan dasar publik bidang pendidikan;
Pelayanan dasar publik bidang kesehatan;

Pelayanan dasar publik bidang infrastruktur; dan
Kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Perencanaan daerah;
Sakip;
Inovasi daerah;

Kemudahan usaha; dan

Pengelolaan sampah

dapatkan penilaian dan penghargaan dari kementerian/teknis untuk:

Pemerintah Kabupaten Subang tidak memperoleh DID untuk tahun anggaran
2023 meskipun opini BPK terhadap LKPD Tahun Anggaran 2022 yaitu Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP), hal tersebut dikarenakan Kabupaten Subang baru
mendapat opini WTP berturut-turut sebanyak lima kali, sedangkan persyaratan
untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah telah mendapatkan opini WTP
minimal lima kali secara berturut-turut sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 160 /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif

Daerah.

G.5.1.1.2.2.2. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian merupakan Dana Desa TA 2023 dianggarkan sebesar
Rp280.609.986.000,00 dan terealisasi sebesar Rp280.609.986.000,00 atau

100,00%.
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Dana Desa TA 2023 merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat kepada
Kabupaten Subang untuk disalurkan kembali kepada Pemerintah Desa setelah
persyaratan penyaluran terpenuhi. Mekanisme transfer dari Rekening Kas
Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah
dengan cara pemotongan langsung menggunakan Surat Kuasa Bupati Subang
tentang Pemindahbukuan Dana Desa tanggal 14 Februari 2023. Hal tersebut
dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pemerintah
Daerah Dberfungsi sebagai pembina dan pemantau penggunaan dan
pertanggungjawaban atas Dana Desa pada Pemerintah Desa.

Rincian penerimaan penyaluran pada setiap desa selanjutnya dapat dilihat pada
Lampiran 1.

G.5.1.1.2.3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Transfer ~ Pemerintah  Provinsi TA 2023  dianggarkan  sebesar
Rp350.712.961.646,00 dengan realisasi sebesar Rp329.869.917.795,00 atau
94,06% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar
Rp34.288.744.430,00 atau 9,42% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp364.158.662.225,00.

Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pajak
dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022

No

Uraian

Anggaran TA 2023
(Rp)

Realisasi TA 2023
(Rp)

%

Realisasi TA 2022
(Rp)

Pendapatan Bagi Hasil
Pajak

288.281.207.972,00

267.773.130.795,00

92,89

237.278.039.757,00

Pendapatan Bagi Hasil
Lainnya

62.431.753.674,00

62.096.787.000,00

99,46

126.880.622.468,00

Jumlah

350.712.961.646,00

329.869.917.795,00

94,06

364.158.662.225,00

G.5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan

Bagi Hasil

Pajak TA

2023

dianggarkan

sebesar

Rp288.281.207.972,00 dengan realisasi sebesar Rp267.773.130.795,00 atau
92,89% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023
mengalami kenaikan sebesar Rp30.495.091.038,00 atau 12,85% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp237.278.039.757,00 dengan rincian sebagai

berikut.

Tabel 5.15
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2023 dan 2022

No

Uraian

Anggaran TA 2023
(Rp)

Realisasi TA 2023
(Rp)

%

Realisasi TA 2022
(Rp)

Pajak Kendaraan Bermotor

51.476.876.621,00

49.843.867.380,00

96,83

47.546.563.680,00
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No Uraian Anggaran TA 2023 | Realisasi TA 2023 % Realisasi TA 2022
(Rp) (Rp) (Rp)
2 Sea Balik Nama Kendaraan | 43 53 773 832,00 | 38.444.052.540,00 | 88,07 | 40.719.414.930,00
ermotor
3 | Pajak Bahan Bakar 92.292.388.583,00 | 88.575.163.019,00 | 95.97 | 67.721.406.461,00
Kendaraan Bermotor
4 | Pajak Air Permukaan 677.254.987,00 677.254.987,00 | 100,00 |  1.176.559.763,00
5 | Pajak Rokok 100.180.913.949,00 | 90.232.792.869,00 | 90,07 | 80.114.094.923,00
Jumlah 288.281.207.972,00 | 267.773.130.795,00 | 92,89 | 237.278.039.757,00

G.5.1.1.2.3.2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil Lainnya TA 2023
dianggarkan sebesar Rp62.431.753.674,00 dengan realisasi sebesar
Rp62.096.787.000,00 atau 99,46% dari anggaran. Realisasi tersebut
mengalami penurunan sebesar Rp64.783.835.468,00 atau 51,06% dari
realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp126.880.622.468,00. Transfer Bagi
Hasil Lainnya merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang
penggunaannya telah ditentukan.

Rincian Kegiatan yang sumber pendanaannya dari Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.

G.5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-lain  Pendapatan Yang Sah TA 2023 dianggarkan sebesar
Rp24.603.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp39.205.075.646,00 atau
159,35% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar
Rp6.039.207.835,00 atau 13,35% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp45.244.283.481,00.

G.5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang TA 2023

Pendapatan Hibah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp24.603.300.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp39.205.075.646,00 atau 159,35% dari anggaran. Realisasi
tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.039.207.835,00 atau 13,35% dari
realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp45.244.283.481,00.

Pendapatan Hibah TA 2023 merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat
dan Pendapatan Hibah Dana BOS. Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat yang
dianggarkan  sebesar Rp24.603.300.000,00 dengan realisasi  sebesar
Rp39.205.075.646,00. Realisasi tersebut terdiri dari Hibah Air Minum Perkotaan
dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp0,00, dan
Hibah UPLAND/Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran
Tinggi sebesar Rp0,00 dari Kementerian Pertanian. Sedangkan Pendapatan
Hibah Dana BOS tidak dianggarkan tetapi dapat terealisasi sebesar
Rp23.600.915.646,00. Pendapatan hibah atas Sekolah Swasta disalurkan dan
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G.5.1.2.

dikelola langsung oleh 39 SD dan 96 SMP. Rincian pendapatan hibah adalah
sebagai berikut.

Tabel 5.16
Rincian Pendapatan Hibah TA. 2023

No Hibah
1 Penyaluran Dana BOS:
a. BOS Swasta

1) SD

2) SMP

Nilai (Rp)

23.600.915.646,00
7.628.977.964,00
15.971.937.682,00

2 Hibah Air Minum Perkotaan 6.000.000.000,00

Hibah UPLAND/Pengembangan
3 | Sistem Pertanian Terpadu di
Daerah Dataran Tinggi

9.604.160.000,00

Total 39.205.075.646,00

BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas Daerah yang mengurangi
ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Non Modal yang sampai dengan
akhir tahun anggaran telah menjadi kewajiban tetapi belum dilakukan realisasi
pengeluaran kas, dicatat di Neraca sebagai penambah Kewajiban Lancar/Utang dan
pengurang Ekuitas. Belanja Modal diakui dalam periode berjalan pada saat aset
yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah.

Koreksi atas Pengeluaran Belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi dalam
tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada
tahun anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dicatat dalam Lain-
lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp3.224.405.752.327,00 atau 95,97% dari
anggaran sebesar Rp3.359.696.976.008,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan
sebesar Rp54.252.637.891,00 atau 1,71% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp3.170.153.114.436,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023 dan 2022

No.

Uraian

Anggaran TA 2023
(Rp)

Realisasi TA 2032
(Rp)

%

Realisasi TA 2022
(Rp)

Belanja Operasi

2.432.758.423.783,00

2.338.963.844.370,00

96,14

2.264.719.821.082,00

Belanja Modal

318.491.009.687,00

309.075.257.522,00

97,04

372.843.801.567,00

Belanja Tak Terduga

33.562.688.051,00

7.077.731.348,00

21,09

844.814.300,00

alsa]lw]| -~

Transfer

574.884.854.487,00

569.288.919.087,00

99,03

531.744.677.487,00

Jumlah

3.359.696.976.008,00

3.224.405.752.327,00

95,97

3.170.153.114.436,00
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G.5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional
pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi
meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja
Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan.

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 adalah sebesar Rp2.338.963.844.370,00 atau
96,14% dari anggaran sebesar Rp2.432.758.423.783,00. Realisasi tersebut
mengalami kenaikan sebesar Rp74.244.023.288,00 atau 3,28% dari realisasi tahun
sebelumnya sebesar Rp2.264.719.821.082,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.18

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022

No Uraian

Anggaran TA 2023
(Rp)

Realisasi TA 2023
(Rp)

%

Realisasi TA 2022
(Rp)

1 | Belanja Pegawai | 1.406.725.228.324,00 | 1.369.999.088.176,00 | 97,39 | 1.317.659.191.706,00
2 | BelaniaBarang 1 900.114.240.650,00 | 847.147.945.298,00 | 94,12 | 743.397.240.359,00
3 Belanja Bunga - - 0 -
4 | Hibah 123.959.454.800,00 | 120.451.810.896,00 | 97,17 | 198.101.189.017,00
5 | Bantuan Sosial 1.959.500.000,00 1.365.000.000,00 | 69,66 5.562.200.000,00

Jumlah 2.432.758.423.783,00 | 2.338.963.844.370,00 | 96,14 | 2.264.719.821.082,00

G.5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 adalah sebesar Rp1.369.999.088.176,00
atau 97,39% dari anggaran sebesar Rp1.406.725.228.324,00 Realisasi tersebut
mengalami kenaikan sebesar Rp52.339.896.470,00 atau 3,97% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp1.317.659.191.706,00. Kenaikan belanja pegawai
terbesar terjadi pada pos belanja gaji pokok ASN, hal tersebut disebabkan oleh
peningkatan jumlah ASN atas pengangkatan pegawai baru yang berasal dari
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK maupun non PPPK dengan
rincian sebagai berikut.

Tabel 5.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022
No Uraian Anggaran TA 2023 Realisasi TA 2023 % Realisasi TA 2022
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Eg'flnja Gaji dan Tunjangan 830.488.657.174,00 | 808.529.426.672,00 | 97,36 | 779.073.263.649,00
2 ﬁ;';“’a Tambahan Penghasilan 227.732.080.016,00 | 214.843.056.503,00 | 94,34 | 201.815.327.312,00
Tambahan Penghasilan
3 | berdasarkan Pertimbangan 249.245.324.594,00 | 248.677.289.224,00 | 99,77 | 242.449.449.293,00
Objektif Lainnya ASN
4 ggl;rga Gaji dan Tunjangan 36.030.820.000,00 |  35.884.386.195,00 | 99,59 |  33.489.562.183,00
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Uraian Anggaran TA 2023 Realisasi TA 2023 % Realisasi TA 2022
(Rp) (Rp) (Rp)

Belanja Gaji dan Tunjangan
KDH/WKDH 1.215.733.986,00 923.634.895,00 | 75,97 1.030.522.823,00
Belanja Penerimaan Lainnya
Pimpinan DPRD serta 1.092.720.000,00 1.069.420.000,00 | 97,87 1.092.720.000,00
KDH/WKDH
Belanja Pegawai BLUD 60.919.892.554,00 60.071.874.687,00 | 98,61 58.708.346.446,00

Jumlah 1.406.725.228.324,00 | 1.369.999.088.176,00 | 97,39 | 1.317.659.191.706,00

G.5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam kelompok Belanja Langsung, yang
dianggarkan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 bulan, pekerjaan konstruksi yang tidak direncanakan untuk
menambah aset tetap, barang/jasa yang direncanakan untuk dihibahkan dan/atau
pengeluaran atas barang/jasa yang menjadi kebutuhan operasional rutin
pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 adalah sebesar
Rp847.147.945.298,00 atau 94,12% dari anggaran sebesar
Rp900.114.240.659,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp103.750.704.939,00 atau 13,96% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp743.397.240.359,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

No Uraian Anggaran TA 2023 | Realisasi TA 2023 % Realisasi TA 2022
(Rp) (Rp) (Rp)

1 | Belanja Barang 233.616.425.978,00 | 220.715.468.523,00 | 94,48 152.981.028.346,00

2 | Belanja Jasa 266.773.994.637,00 | 252.067.391.122,00 | 94,49 245.085.709.120,00

3 | Belanja Pemeliharaan 9.052.945.969,00 8.778.282.824,00 | 96,97 9.457.013.780,00

4 | Belanja Perjalanan Dinas 54.872.269.400,00 | 42.944.095.970,00 | 78,26 30.354.776.578,00
Belanja Uang dan/atau jasa untuk

5 | diberikan kepada pihak ketiga/pihak 17.327.118.000,00 17.235.118.000,00 | 99,47 5.739.992.600,00

lain/masyarakat

6 | Belanja Barang dan Jasa BOS 160.731.595.789,00 | 160.542.146.461,00 | 99,88 159.486.180.724,00

7 | Belanja Barang dan Jasa BLUD 157.739.890.886,00 | 144.865.442.398,00 | 91,84 140.292.539.211,00

Jumlah 900.114.240.659,00 | 847.147.945.298,00 | 94,12 743.397.240.359,00

Dalam pengelolaan belanja barang dan jasa terdapat kendala yang salah satunya
diakibatkan oleh perencanaan penganggaran belanja barang dan jasa yang cukup
sulit dilakukan karena beberapa jenis barang dan jasa yang bersifat penyediaan,
sehingga sulit pula untuk melakukan estimasi kebutuhan barang dan jasa dalam
satu tahun. Hal ini berdampak pada dimungkinkannya terjadi perbedaan antara
kebutuhan riil barang dan jasa dalam tahun berjalan yang tidak sesuai dengan
yang telah direncanakan/dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran,
baik secara volume atau pun jenisnya. Permasalahan ini terjadi terutama pada

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang TA 2023 Halaman 137



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

G.5.1.2.1.3.

SKPD/unit kerja kewilayahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat
seperti sekolah dan Kecamatan, karena pada SKPD/unit-unit kerja tersebut
memiliki kebutuhan yang bersifat dinamis menyesuaikan kondisi yang terjadi di
daerahnya masing-masing. Namun disisi lain dokumen pertanggungjawaban
harus mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang ada.

Belanja Hibah

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada
pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 adalah sebesar Rp120.451.810.896,00 atau
97,17% dari anggaran sebesar Rp123.959.454.800,00. Realisasi tersebut
mengalami penurunan sebesar Rp77.649.378.121,00 atau 39,20% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp198.101.189.017,00.

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Hibah TA 2023 dan 2022

. Anggaran TA 2023 | Realisasi TA 2023 o Realisasi TA 2022
No Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 E‘j!:a’lla Hibah kepada Pemerintah 1.842.766.400,00 |  1.792.766.400,00 | 97,29 1,656.000.000,00
2 | Belanja Hibah kepada BUMD 1.972.500.000,00 0,00 | 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Badan,
3 | Lembaga, Organisasi 94.347.951.400,00 93013631850,00 | 98,59 172680615536,00
Kemasyarakatan yang Berbadan
Hukum Indonesia
4 | Belanja Hibah Dana BOS 24.606.740.000,00 | 24.455.915.646,00 | 99,39 22575076481,00
g | Belanja Hibah Bantuan Keuangan 1.189.497.000,00 |  1.189.497.000,00 | 100,00 1189497000,00
kepada Partai Politik
Jumlah 123.959.454.800,00 | 120.451.810.896,00 | 97,17 | 198.101.189.017,00

Belanja Hibah sebesar Rp120.451.81.896,00 di dalamnya belum termasuk
belanja hibah pada lembaga PAUD Swasta sebesar Rp1.079.190.000,00,
namun  telah  dilaporkan  kepada  Pemerintah  Pusat  sebagai
pertanggungjawaban atas belanja hibah dimaksud.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sesuai
dengan perhitungan jumlah suara hasil pemilu dikalikan nilai bantuan per
suara yaitu sebesar Rp1.500,00 per suara.

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2023
sebesar Rpl.189.497.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar
Rp1.189.497.000,00. Adapun rincian dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik adalah sebagai berikut.
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Tabel 5.22
Rincian Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2023 dan 2022
Anggaran TA Realisasi TA Realisasi TA
No Uraian 2023 2023 % 2022
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Belanja Bantuan Keuangan kepada 228.657.000,00 | 228.657.000,00 | 100,00 | 228.657.000,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
o | Belanja Bantuan Keuangan kepada 104.752.500,00 | 104.752.500,00 | 100,00 | 104.752.500,00
Partai Demokrat
3 | BelanjaBantuan Keuangan kepada 101.656.500,00 | 101.656.500,00 | 100,00 | 101.656.500,00
Partai Keadilan Sejahtera
4 | Belanja Bantuan Keuangan kepada 211.119.000,00 | 211.119.000,00 | 100,00 | 211.119.000,00
Partai Golongan Karya
5 | Belanja Bantuan Keuangan kepada 83.569.500,00 |  83.569.500,00 | 100,00 |  83.569.500,00
Partai Amanat Nasional
g | Belanja Bantuan Keuangan kepada 153.636.000,00 | 153.636.000,00 | 100,00 | 153.636.000,00
Partai Gerakan Indonesia Raya
7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada 149.436.000,00 | 149.436.000,00 | 100,00 | 149.436.000,00
Partai Kebangkitan Bangsa
g | Belanja Bantuan Keuangan kepada 41.032.500,00 |  41.032.500,00 | 100,00 |  41.032.500,00
Partai Persatuan Pembangunan
g | Belanja Bantuan Keuangan kepada 115.638.000,00 | 115.638.000,00 | 100,00 | 115.638.000,00
Partai Nasdem
Jumlah 1.189.497.000,00 | 1.189.497.000,00 | 100,00 | 1.189.497.000,00
Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di atas sesuai dengan
Surat  Keputusan  Bupati  Subang Nomor  KU.03.11.02/KEP.95-
BAKESBANGPOL/2023 Tanggal 6 Februari 2023 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Hasil
Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2023.
G.5.1.2.1.4. Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari
Pemerintah Daerah kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak
secara terusmenerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial dan memenuhi kebutuhan hidup minimum.
Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 adalah sebesar Rp1.365.000.000,00
atau 69,66% dari anggaran sebesar Rp1.959.500.000,00. Realisasi tersebut
mengalami penurunan sebesar Rp4.197.200.000,00 atau 75,46% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp5.562.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.23
Rincian Realisasi Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial
Kemasyarakatan TA 2023
No. Uraian Jumlah (Rp)

Pembayaran Belanja Bantuan 1.235.000.000,00 Sosial Uang yang
Direncanakan Kepada Individu / Bantuan Sosial kepada Keluarga Rentan
Pemilik Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) pada Sub Kegiatan Fasilitasi
Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sesuai daftar Penerima Terlampir

1.235.000.000,00
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No.

Uraian

Jumlah (Rp)

Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga Rentan Pemilik Rumah
Tidak Layak Huni
(Rutilahu) di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

30.000.000,00

Pembayaran (100%) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada
Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan
Bidang Lainnya) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni TA. 2023
Berdasarkan No SK KU.03.11.06/KEP.628-DPKPP/2023 Tanggal 01 Desember
2023

100.000.000,00

JUMLAH

1.365.000.000,00

G.5.1.2.2. BELANJA MODAL

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap yang mempunyai nilai
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan, yang meliputi:

1. Tanah;

2. Peralatan dan Mesin;

3. Gedung dan Bangunan;

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
5. Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 adalah sebesar Rp309.075.257.522,00 atau
97,04% dari anggaran sebesar Rp318.491.009.687,00. Realisasi tersebut
mengalami penurunan sebesar Rp63.778.236.395,00 atau 17,11% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp372.843.801.567,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.24
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

No Uraian Anggaran TA 2023 Realisasi TA 2023 % Realisasi TA 2022
(Rp) (Rp) (Rp)

1 | Belanja Tanah 18.264.875.000,00 | 14.866.671.801,00 | 81,39 0,00

2 ,\Bﬂisirr']’a Peralatandan | 1, 576 068.392,00 | 117.384.697.217,00 | 97,35 | 113174080161,00

3 | Befanja Gedung dan 75.630.079.864,00 | 74.307.667.250,00 | 98,24 | 83.990.550.203,00

Bangunan

4 | Belanja Jalan, Irigasi 93.045.731.375,00 | 91.553.654.121,00 | 98,39 | 171.504.146.524,00
d